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TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN

Bahwa unmk membangur kKepsreayaan nasyarakal erhadap  badan
peradilan maka peru dilakukas upeys untuk meningkatkan valitas
terhadap hualivs peisyanan publik sesuai dengan amanat dalam UUR
1945, UU Mo, 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubfik dan berhapai
petafirac terkait lainye:

. Bahwa berdasarkan (07 No 25 Tabon 2000 tentang Felayanon Publil,

maka tiap-tiap lernbaga Nepara yang menyelenggarakan pelayanan publik
wajil menyusun standar pelayanan publik;

. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangks pemenuhan

kebutvhan pelayanan bagi masyardiat khuses peocani keadilan vang
diselenpgarskan oleh Makkamah Agunp dan badan-badan peradilan di
bavwahnys berdasarkan poraturan peromdang-undangsm dan pEnsi p-prinsip
pelavansn puhlik;

- Balwes untuk manjalanken fungei tersebut dengan sebatk-baknya, imnaka

Mabkamal Agung perle mesyusun standar pelayanyn publik yang capat
dijadikan  scuan  olel, pengadilan-pengadilan - di  tiogkat  bawah
memyclenggarakan dan memberikan peiayanan  publik bagi pencari
keadilan dan masyarakar; '
BPalvwa sesuai dengan pentimbangan dalam hwergf a, b, ¢ dan d maka peru
ditelapkan Standar Pelayanan Peradilan:

+ Unditg-Undang Momor 14 Tabon 2008 1entang Keserbukagn Informasi

Publik,

. Undang-Undzng Momor 37 lahun 2008 tentang Gmbudsman Repubhik

Indonesia:

- Undanz-Undang Momar 25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik;
- Undang-IMdang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kefmasaan Kehaldman,
. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahlkamah Agung BRI

Pk IITY;

» Surst Kepiiosan Ketna Malkamah Agung Nomor 1-144 Tahon 2011

teotang Pedoman Pelayanan [nformasi Ji Pengadilan

. Surat Kepulusan Ketoa Mahkamah Agungs Moror O76T0M A/SK VL0

ientang  Petunjux Peaksansan Penangsnan Pespaduan Pads Beden
Peradilan.
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KETENTUAN LIAMUM

A Tujuan

1.
A

Meningleatkan kunlitas pelayanan pengadilan bagi pencari kewlilan dan masyacakat.
henunghatken kepercayaar. masyarakar kepada lembaga peradilan.

B. Makgnd

L
2
5
4.

Sebagai bagian dar komitmen pengadilen kepada magyrarakat untul toemberik an
prelayanan yang berkunalitas,

frbrgai pedoman bagi masyarakat delam menilai kualitas pelayenan pengadilan
Sebagad tniok ubur bagi setiap satuan kera dalam penyclonggaraan pelayanan.
Sebapai pedoman begi setinp saman keria dalam menyusun Standar Pelayanan
PMengadilan pade masing-masing satuan kera.

C. Ruang Lingkup

1.

2

Pelayanan pengadilan yarg distux di dalam Standar Pelayanan Pengadifan i
adalsh pelayanan penpadilan pada pengadilan di ringkat pertama dan banding
dalam empat lingkungan badan peradilan serta di Mahkamah Agung.

Termasuk dalam Standar Pelayaran Pengadilan imi adslah pclayanen yang
dibenkan sleh Pangadilan Khusua,

Standar Peloyanan Pengadilan ind adafsh standar pelayanan yang bersifat naslonai
dan memberkan pedoman bagi semua badan peradilan di semua Lhngknngan
peradian pade semua tingkatan ok menyusun Serder Pelayanan Pengadilan
pada masing-masing setuan ketja,

Standar Pelavanan yang hanis disusun cleh satuan kera harus memuoat

[asar hukum,

Smtem blskanisme dan Prosedur

Jangka Wakha

Biaya ztau rif

Produk: Pelayanan

Sarana Prasarana

- Kompetensi Pelaks:na

secann wmam pengadilan menpedizkan pelayanan sebagai barikak

i  Felayanan Administrasi Persidangan

b. Felavanan Banbuan Hukuen

¢, FPelaysnan Pengaduan

d. Pelayanan Permohonan Informasi

Sagala kebentuan mengenai teknis hukum acara arau yang berkaitan dengan Putusan
perzadilan bukanlah ebyek dan polayanan pengadilon dan olel karenanya Edak
termasuk dalam roang lingkup pelayanen pengadilan yang dapat disdukan oleh
masyarakat,
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D Fengertian

L

7.

Pelayanan pubiik adalah  kegiatan atau tangkgian kegiatanm dalam rangka
pemenuhan kebetuhan daser sesual dengan hak-hak sipil setinp warga negara dan
penducluk atas suat Farang den jasa aten pelayanan administsl yang
diselenggarakan oleh penyelengpara pelayanan publik.
Standar pelayanan publik edaloh suste tolok ukuy yang dipeigunakan sebaai
pedoman penyelenggaraan pelaysnan dan acuan pemilaisan kualitas pelayaran
sebagal komitmen atau Janj Jar penyelenggara pelayanan kepada magyarakat
unpai memirrikan pelayanan yang borkualitas.
Felayanan pengadilan adalah kegistan abw rangkaian kegistan dalam rangka
petnennhan kebutuhan pelayaran bagi masyarakar, khisusnya pencari keadilan,
yang disediakan oleh Mabkamah Aqung dan badan-badan peradilan cHbawahnva
berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik,
Penyelenggara pelayaman prngadilan ypang selanjumya disebot Fenyolenggara
wialah setiap satvan kena yang melabukan kegiaten pelayanan pengadilan.
Pelakeana pelayanan pengedilan yang sclonjotiya disebut Pelaksana adalah pejabal,
gawni, pelogos, dan setiap crang ydng bertugas melaksanakan tindakan atau
seranghaian tindakan pelayanan pengadilan.
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warge negaca maupan penduduk sehagai
orang persecrangan, kelompok, maupun badan kakam yang berkedudukan sebagai
][JEfl:En.ma manfast pelayanan pengadifan, baik secara langsung matfnin  bdak
angang,
Hari adalah ham ketja kernall disebutian lain dalam ketentuay, i,

E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan

1

2

Pejobat penanggung jawab pelayaou pengadilan terdivi daric

2. Penyelenggara pelayanan pengadian

B Felaksana pelayanan pengadilan,

;‘el?jﬁhana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaka sebagai

perikut

adil dan tidak diskrimirabf;

cermigl

sanbun Jdan ramah;

Bagas. andal; dan tidak memberikan putusan yang berlarat-lasug

profesicnnl;

Bdak imemprrsaliy;

paluh pads perintah atasan yang sah dan weajar;

menfing tinggi nilxi-nilai akuntabilitas dam integritas institus penyelenggam;

tdek membocorkan informasi atau dokumen vang wianib dirahasialan sesuai

dengan peratwran peradilan dan petundang-undangan yang hetlaku;

1 terbuka Jdan mengambil lsngksh yang tepat untuk menghindari benboan
kepentingan;

. Hdak menyalahgunelan sorana dan prosarann serta Fasiitas pelayanan pubiik;

I tdak memberikan informasi yang saleh alan menyesalkan dalam MENATERAP
permintaan informasi serta pioskiif dafam memenubd kepentingan masyarakat;

mn. Udak ownyalabgunaken informasi, jabatar, dan/atay kewenangan yang
dimiliki; ezt dengan kepartasan; dan

L. bdak nényimpang darh prosedur,

e A o o

F. Pengadnan atas Pelavanan Fengadilan

1.

tMacyarakat borhak mengadukan penyclenggeraan peloyvanan publih pengaditan
dalam hal:

5 Ponyelenggara yang tidak melakusnakan kewsfibap dan/ atau melanggar
tavaigan; dan

b. Peloksana yang memberi pelayanan yang tddak sesuaj dengan standar
pelayanan,
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10,

n

Pengadoan disjukan oleh seHap orang pang diugiken atiu oleh pihak Tam vang

menerima kwaza untek mewsakilinya paling lambat 30 {tiga puluh) hav sepdk

pengadu meperima pelavanar pedgadiien.

Pengaduan disampaikan secara tortulic kepada sahiap kerja  penyclenggara

pelayanan pengaddan yaitu Pimpinan satuan kera penyelengenra  pelayanan

pengadilan yang memaak

a. nawa dun alamat lengkap;

b. uiaian pelayanan yang odak sesuai dengan stander pelayanan;

¢ pecmintaan penyelvsaian yang diajukan;

d. tempat dan wikn penyammpaian pengaduan Sorta landa tangan pengadu.

Dalam kaadaan rerbenim atau abss perminkaan pengadu, nama dan idsntbitss pengadu

dapat dirahaslakan

Penyelenggars pelayanan pengadilan wajih mamberikan anda terios pengaduan

yang aekurang-kurangrya memupal:

a. Idenkitas pengacu secara langkap:

b Uraian singlat pelayanan yang bdak sesvoi dengun stencar  pelavanan
pengadilan;

¢ Tempat dan waktu penerimain pengaduan; dan

L Tanda bangan serta namia pejibat pegawai yang menetina pengadaan,

Tenyelenggara palayanan pengadllan wajib menanggapi pengadusn masyarakat

paling lambat 14 (etipat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-

kurangnya  bevisi mfommasi lengkap etau  Hdak lengkapnya mated  adwan

sebagaimana dimaksud pada humf F engka 3,

Dalam hal matari aduan Hdak lengkap, pengadu melenghkapi matet aduwannya

selambat-Tanbainye 3 (figa pulub) han teehitung sejak menerima tanggapan dac

penyelengrara sebagainona dipforrmasikan vleh pihak penyelengyara

Calam hal berkas pengaduan tidak dllenghapi dalam waktu 30 Hg: puluh) hari

maka pengada dianggap mencabut pen gaduannya.

Dalam bl pengaduan tidak ditanggapi ofeh peTyelenggama pengadusn sesuai

dengan ketentian, maka pengadu dapat menyampaiken laporan kepada Radan

Pangawazan Mahkamah Agung R,

Badan Pengawasan MA depat mengamhbit slib penpaduwan atas pelayonan

pengadilan yang ditgukan kepada penyelenggara dalam bal pengadvan kerschut

dianggap penbng odeh Mahkamah Agung unkuk segemn disclesaikan, atau dalam hal

Penyelenggara lalai don atau Kdak topat wakka dalam tewyelesaikan pengaduean

fersebur

Sebap Penyelengeara Pelayanen Pengadilan waib mengimumkan Rekapitulasi

penyelesaian pengiluan pelayaran puklik kepada masyarakat melshui media yang

vwdaly dlakses oleh masyarakar, Hal-hal yang diegmumkan meliput: jumlah

pengacuan yang massk. fenis-jenis pengaduan yang masuk, stahus PETATEANRAN

pengadua.

. Penyebesaian Pengaduan nleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

1,

2

Fengactilan wapb memarikea pengaduan dar masynrakal mengenai pelayanan
publik yang disclenggarakannya,

Dalam memeriksa materi peogaduan, penyelengzara wajib berpedoman pada
privsip independen, nondiskriminasi, hidak memihal;, das ddak memungut biaya,
Dalam hal pengadn keberatan dipertemukan dengan pibak teradn karena alasan
tertenfu - gang  dapat vehgancam  atau  merugikan  kepentmgan remgady,
penyelenggars dapat mendengar keterangan pengadn sechra terpiseh,

Dalami melakukan pemertkssan materi aduan, renyelenggara wajib menjaga
ketahasiaan.,

Peryelenggara walib memuriskan hasit pemeriksasn pengaduan paling lambat 60
[enam puluk) hori sejak berkas pengaduan dinyalakan kenglkap.

Kepukasan mengenai progadusn wagb disampatkan Lepeda pihak pengadu paling
lambal 14 (empat belas) hari sefak dputuskan,
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H. Ewrtentuan Sankal

1 Pimpinan satnan keva yang dalam hal ind bertindak sebagai atasan palaksana
enptuhkan  sanksi kepada pelakeana pelayanan  pengadilan  yvang  Gdak
melaksanaken kewajibannya untuk memberikan pelayansn publik sebagmimana
distur dalam standar pelaypanan publk, beedasarkan kewenangan yang dimifili
atasan sesual dengan perstaran perpndang-undangan voang berlaky,

2 Mahkamah Agung berwenang menjalulikan sanksi kepada penyelenggars dan atau
pelaksana pelayaman pengadilan yony thdak mememmbi kewa|ibanmwva dalam
mglaksanakan pengawasan melekat atas pelalksanaan standar pelayanan pengadilan
danfatau melangzar larangan sebagaimana dimaksod dalem hurf E angka 1,
berdasarkan peratnan perundang-undangan yang berlaku

3. Jenis sanksi texhadap peryelenggam dan atau pelaksana pelayanan pengadilan
didasackan pada ketentuan dalam UU No, 25 Talun 2008 kntang Pelayanan Publik
dan peraturan perindang-undangan yang releven pang bedaka di Einglows g
badan peradilan.

1. Penilaian Kinexja Pelayanan Fublik

1. Penyslenggara Dberkewajiban melakukan penilzsian kineja penyelenpgaraan
pelayanan petigadilan pada sabuan ketfanyyes sécara secara terstrakiur dan berkala.

2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelengrarasn pelayanan publik
pada selwruh satuar kerja secera terstrukior dan berkala,

4 Penilaign kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator
kinarpa yang ekan disnenn olsh Mahkamah Agung berdagarkan standar peloyanan
pengaditan.

I, Peliksanaan Stanslar Pelayanan pada Semua Badan Peradilan

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (sobo) mhun sejsk Standar Pelayanan
Pengadilan diberlakukan, sehiap setuan kega pada semua lingkungan badan
peradilan di semma Hnghkatan, waiib menyusun standar pelayanan peradilan yang
disemuakan dengan kondisi pada masing-masmg satuan keda dan kebotulan
masyarakak pada wilayah hukumnya

% Penyusunan  Standar  Pelayanen  Pengadilan  pada  satwan ke hacus
mernperimbangkan  lnas  wilapah  hukum, Dweds  Gapsportast,  kebutulan
magyarakat dan kemampoan pengadidan, terakme dalam menentukan waktu,
Pesiran binya dan sarana prasarana yang dizedialan.

3 Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja dilakokan dengan
memgikutsartakan masyarakat dan pemanghku kepentingan

% Penyusunan standar pelayanan pengadilan pada tiap-Bap satvan kada dilakukan
dengan berpedoman pada UU Pelayanan Publik den Standar Pelayanan Pengadilan,

M. STANDAR PELAYANAMN LTWIIM

A. Pelayanan Perntdangam

1. Sidang FPengadian dimulsi pada fam 900 Delam hel sidang  tertunda
pelabeanaannya, maka pengacdian akan memberikan informast mengenai alasan
penundaan kepada para pencari keadilan manpun masyarakat umuom.

2. Pemangeilan para pihak dapat dilebkukan Jengan cara pemanggilat pars pihak oledy
Petngas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang unruk pemeriksaan pethar
herdasarkan sistemn antrian; d4a pemanggiten pa pihak oleh Pelagas Pengadilan
dibag menjadi dua sesd, yoitu sesi pagl dari jam 2000200 dan sesi siang dari jam
13.00-17.08, Femeriksaan peckara dilakukan berdasarkan sistem ancdian

3. Pengadilan wajlb mengumumban jadwal sidang kepada masyarakat Fada papat
pengumuman, sims resmi pengadilan dan media laweya yang mudab diibat
masyarakat,



B.

Cengadilan wajib menyediakan joru bahasa atau Peretiemah untuk membanty
pencari keadilan yang tdak memahami Lahsss indonesia abu memitigi kebuhehan
khusus unhuk mengikati jalaanys persdangan. Untuk mendapatkan layapan
tersebul, magyarakat dapat mengajukan Surat Permchonan yeng ditujakan kepadn
Ketua Wajelis Hakim sebelum har sideng dimulal; atan dapat mengajukannyz
zecara ligen di hadapan Majelin Hakim,

Pangadilan wafib memutns dan termasck melakukan pemberkasan {minutasi)
perkara pada Pengadilan Tingkal Pertama dalam jangka walknt maksimal 6 {enam)
bulan tethitung sefak perkara didaftarkan,

Pencari keadilan dant masyarakat berhak memperoleh wformasi dari pengadilan
tnengenai perkembangan izrakhiv dath permohonan atau perkaranya melaloi niaja
informasi, situs penpadilan atan media informasi lainnya

Biaya Ferkara

1.

pa

143
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Masyaralat bHdak dikenai biaya vnok mendapalkss layanan progadidan pala
eikara pidana,

Eesarmya panjar bisya perkara pada tlap-tap peagadilan ditetapkan melalnj Surat
Keputwsan ofeh Ketva Pengadilan dan waph ditmumkan kepada masvamket
melalui papan pengumuman ataw medis informasi Lain yang mudah dikerabui
magyarakat.

Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, perdaty agama dan i
uszha negara. Besatnya panjar bisya perkara ditetapkan dalam Surat Kcterangan
Untuk Membayar (SKITM). Pikak pemohon abaa Penggugat tdak akan diminia
untuk meintbayar apapiun vang tdak rervera dalaom SkUIM.

Fanenthan besar kesilnya papjar baya perkaco perdala, perdata agama dan tata
wraha negars didasarkan pads banyaknya jumdah para pihak vang berperkara dan
jauh dekobya jarak terwpub ketempat paa phak vary dipanggil serta biaya
adimninistris], pang dipertanggungmwabkan dalam pubusar,

Masyarakat dapat melakukan pembayaran Maya perkarn tmelalai bank, kecoali d;
daerah tersebut tdak uda bank. Pegawai penpadilan Gdak diberarkan mancdma
pembayaran bisya perkara langsung darf pihak herperkara {SEMA Mo, 4/2008).
Fengadilan hanya akan meminta panambshen biaya perkara dalam hai PARjor Yang
telah clibayarkan telah tidak mancakap.

Pengadilan wajib membegitaho dan mengembaliban kelebihan binya perkaca Yang
fidak terpakai dolam proscs borperkara. Dilaoanm biaya wexsebut tidak diambil
dalae waktu & {snam} bulan setelah pihak yang bersanghkutan diberitahy maka
vang lerscbut akan disetorkan ke Kag Negara dan tidek dapat diambil lagi aleh
Fihak lerperkara {SEMA Mo, 4/ 2005),

Fengadilan menetaplan biaya pendaltaran upaya hukum barding dalam SKTIM
yang tevdiri dari biaya pencatatan pernyatman beanding biags handing vang
ditetapkan oleh Ketua Pemgadilan Tinggi, biaya pengitiman wang melalui
bank/kantnr pos, onghos kifm barkes dan binya pemberitahuan berkas peckmmn
kepada pam pihak,

Peryelengzars Layanan Pengadilan akan menetapkan  biaya pendafmran upaye
bukum Lkasasi ditcntukan dalam SEUM, yang tendid dari biaya pencatatan
pernyataar, hosasi, Laya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamal Agung, braya
pengitiman vang melafui bank ke rekening MA, onpkes kirinr berkas dan biaya
pemberitahuan kepada para pihat,

Biapa permokonan kasasi wnluk Mahkamah Agung hares dikirim oleh pemegang
kaz melalui Bank BRI Cabang Veteran - JI. Vateran FEaya Mo B Jakarta Pusat:
Eeliening Nomor 31, 46.0370.0 dan bukti pengirimeannys dilampirkan dalam berkag
perkara yang bersanglkntan,

Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninfavan kembali
diterfubkan dalam SKUM, yang tecdic dari biaya pentrjauan kembali yang
ditatapkan olch Keta Mahkamah Agung, baya pengiriman wang melali bank,
onghos klrin berkas, blaya pemberitabman,



C. Pelayanan Bantuan Buloum {SEMA Noemor 10 Tabhon 2010 tenteng Fedoman Rankhan
Hukum)

1. bMasyarbat dapat menggunaban Tayaran hantsan hubum yang tersedia pada sehnp
kantor pengadilan.

4 Pengadilan menyediakany Fos Bantwan, Hukum {Fosbakum) yang mudah diakses
vleh pihak-pihak yang tidak mamgra

“ Pengudilan menyediskan Advokat Piket (beketjassma dengan lembaga panyedia
buntuan hukum} yang bertugas pada Posbakmm dan memberikan hayanan hubum
eébagzai berikut:

8. bantuan pengisian formuliv permohonan bantoan bk e

b. bantwan pernbgatan dokumen hokum:

¢ advig, konsalesi hulaim dan bantuan hukum lainnya baik dalewmy porkara pian
maupisn prerkars perdata;

d. rijukan keprda Ketna Pengadilan Megeri wntuk prnbebasun pembayaran Diaya
Parkary sesuai syarat rang beglaku;

e rujukan kepada Ketua Pengadilau Negeri untuk mendapat bankaan jasa advokat
sesual syarzl yang berlaku.

4. Pengadilan memberilean layanan pembebasan biaya perkara {proded) kepadas pihak-
pihak yang fidak mampu dengan mengajukan  permohenan kepada Kehra
Pengadilan atan kepada Ketua Majelis Halam.

4 Penggugat berhak mendapatkan semua jenig peliyanan secam cuma-Cumd vang
berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodes. Kempencn biaya prxdeo melipuli
antare {ain: biaya pemanggifan, bays pemberitabuean ist pubusarn, bivya saksifzaksi
ahli, biaya materad, bigpa alet tulis kantor, bigys pemggandaanfiotokopi, biaya
pecnbetknanm dan Bigya pengiriman berkas.

6. Bagi wmasyarakat vang bdak marmpa  dapatl metgajukan  sorat  permohoman
verperbars secars prodeg {cuma-cuma) dengan mepcantumkan alasan-alasannya
kepada Ketua Fengadilan dengan melaopickar:

a. Suret Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lumab / Kepata Desa setemipat; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Scsial lainnya sepert Kartu Keluarpa Biiskin atau
Karm 'aminan Kesshatan hMagparakat Jambeemac aban Karky Progam Kelunrga
Harapan (FKH) atan Kartw Bantuan Langsung Tunai {BLT).

e 3wl pernyataan tidok mampu yeng dibual Jdan dirandatangani pemohon
bantuan habum dan diketahori olely Keta Pengadilan Pegeri.

7. Iika pemohon prodec lidek depat menubs atu membaca meka penahonan
beracara secarn proden dapat dispukan sesars lisan detgan menghadap Ketua
FPengaditan,

8. Frosedur permohonan berperkara secara prodeo:

a. Femnohonan diajukan secars lisan atau tertulis kepada Katus Perpadilan
Tingkat Pertama dengan dilampiri dolomen penduksng.

b Dalgm tenggang wakin 14 (rmpat belag) hari sejak privmohonan su dicalat cleh
Fanitera, Hakite yang ditunjuk {Hakim rang meryibdengkan pada dnghat
pertamal memerintehkan Ponitern untuk memberitahokan permohonan it
kepods pihak. Lawan dan memeritahkan untak memamgpeil kedoe belah gihak
supeys datang i muka Haken wnmk dlakukan pemeriksaan fentang
hebdabmampuan Pemyohon.

¢ Dalam temgpong swaliu paling lambat 7 {juhy hari setelah pematiksaan,
Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkat berita acara hasil Pereriksnan
dilampizi permohonan izin beracara secara proden dan dakumnen pendukung ke
Pengadilan, yang berwsnang memutee perkara yang duvchonkan {greclut,
untuk dipuhis apakah dikabulkan atau tidak.

¢ Jika permohonan dianggap memenuli syara: makn diterikan penefapan ijn
barperkave secara prodes., [sin leracara secam pmoden dibedkan Fengadifa atas
perkare yang dizjukan pada tingkatan pengadilan tertenitu saja-

¢ Jiba ternyata pemohon ofang yang manpu maka diberikan pengtapan Hdak
dapat Derperkara secira prodes dan pemohon harus membayar biaya seperd
layaknya berperkand secara umum,
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¥ FPeogadilan  menyediakan angzaran  untuk  bisya perkam  prodec denpan
memperhatikan  angparan yang  bervedia.  Ketersediaan angratan  bersebwr
diumumlean  kepada masyarakat secam berkals melalui Fapan pengutnuman
Pengadilan atau medin lnin yong mudah diskses.

Pelayanan Peagaduan

1. Dasar Hukum:

a 5K FKMA Momor 076, KA /5K 7 VI 2 bentang  Pedoman Pelaksanaag
Penanganan Pengmduzn di Lingkungan Lembaga Paradilan

b, K EMA Nomor 080/ KA /SE  VITT 2006 tantapg Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Poradilan

4 Pengadilan viemyedtakan mea pengaduan unfuk  menstima pengadvwan  dari
masyarakat stan percari keadilan lentang viwengenai penyelengaaraat peradilan
termazuk pelayenan publik dan afay perilakn aparst pengadilan. Meja pengadum
tidak menerlia penzadoan yang terkcat dengan isi dari pufusan ateu tenfang
subslansi perhara dan pengaduan tentang fakta atau peristwa pang tetjadi lahih
dari ¥ {dua) tahun sebelum rengaduan diterima. Khusus unibag pengaduan tentang
pelayavar pengadilan harus Jdisarpailkan selambatlambatnya 50 {tiga rualuhll har
sepk pengadu nvenerima layanan pengadilan.

3. Masvarakat dapat menyampaikan Pangaduzn melalui meja pengaduan, sihes Badan
Pengawasan MA {hpShawar matikamahas un oilfweh bawass) algu melalui pos
dengan mengisi formubic Pengaduan secara tertuliz dan melampirkan bukd-bakti
vang diperlukan,

4. Petugaz meja pengaduan skan memberikan s terima yang berist nomor
pengaduan yang dapat dipunakan gleh pelaper untuk mendapatkan mformasi
ENgEnat status pewraduannya. Dalam hat pengadusn dilakokan melalui pos, maka
petugas pengaduan membeviahukan pelapor perthal pergaduon telah diterima

an owemberikan nomer agenda.

% Pengadan wejib menpampatkan ifermes; mengenai status pengaduan kepada
pelapor dalam wakm selambat-lambatnys 10 (s pulub) harl ketjn sejak pengaduan
disampailan, aslamjumnya pelapor berhak  mendaparkan  informas; Mengenai
Ferkembangan shitus pengzduaniya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalni pos,
mala jangka waktu 10 {gepuiuh) hari kena berlaku sefak tanggal pemberitahuaan
lah dilerimanya sugt pergaduan cleh Badan Pengawasan atan Pengadilan
Tingkal Banding,

o. Tengacilon wank memeriksa dan memberitahinkan status pengaduan kepada
pelapor selatnbatlambatnya dalam wekiu o0 {(sembdan pulnh) hasi kera sefalk:
rergadvan didaftar di agends pengaduan Badan Pengawasan atau Tengacilan
Tingkat Banding, Dalam hal pemerilsaan Lalwm selesal ditakukan dalam jangrka
wakhu tersebut maka pengadilan wafib memberiflwhan alasan perundaan tersehut
kepada pelapor melalui surat,

Pelayanan Tnformasi

L. Dasar Hukum:
8. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 temkan g Kawrbukaag Infarmasi Pablik
B SK EMA MNomor 144/ ERLAFSE JIM g 2007 tentang Keterbwbaan Informasi oi
Pengadilan
¢ SKEMA Nomor T-M4/EMA fSE 1/ 2011 teakang Pedoman Pelavanan Inforemasi
Pengadilan
1 Pengadilan menyediakan informasi dlviar Yain mengenai:

a. ak-hal pam pihak yang verhubungan dengan peradilan, antara lain hak
mendapat bantuan kum, hak atas perkara cuma-cutna. serta hak-hak prokol;
dalam prises persidangan;
ke Cara pengaduan dugaan pelanggaran vang dilakukan hakim dan pegatai;
hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakin dan pegaai;
3G cara menperoleh pelayanan informasi, dan;
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€. informasi lain yang berdasarkan SE-1-144 Tabun 2311 merupakan informeasi
pubiik,

Fengadilan menyediakan akses informesi terhadap putusan secara onfime ataun

melalsi sitns pengadilan. dengan melekulkan proses pengabumn terhadap identdtas

pibak-pihak vang tercantum dalam putusan.

Masparakat dapat mengajukan permohonan formasi meialai potugas pada Meja

Infarmaci.

Fengadilan membenk:m jawaban dapat diindakianjusi aae ddaknya permohonan

informasi relambat lambatmya 6 (2nam) han kerja.

FPengadilan wajibh metebetikan mbcoas yang diminta selambat-fambabnya dalam

janizka wakiu 13 {nga belas) hari kerja sejak permohonan informas diteohoodem,

Pengadilan dapat mneminta perpanfangan wakiu hila diperhukan proses pengaburan

informasi atan informasi yang diperlukan salit dittmukan atau memiliki volame

besar schingga memarlukan waku untuk mengzzandakaznya,

Petwohen dapat mengajukan keberalan jika Pengaclilan menolak permchonan

informasi yang diajukan, paling lambat & (lima) harl melalui meja informasi.

Pengadilan akan memungut biava penyalinan informaci dengan biaya yang wajar

sesual dengan standar wilayeh setempat den idak creomungut biaya Iainnya,

HI STANDAR TELAYAMAN PADA BADAN PERADILAN TN

A. Dasar Hukum

R

IR/ Ebg

Undang-Undang Momer & Talwa 1981 tentang Hebum Acara Fidana
Undang-Tndang Nomor 3 Tahun 200% teneang Mahlamah Apgung
Undang-Undang Momor 43 Tahun 2009 entang Kelowazaan Eohakitnan

Unu:lang Und:mg MNomor 49 Tahun 2000 tentang Poradilam [T

SEMA Homor: EMA/032/5K TV / 2006 tenanyg Pember]akuan Tuku H Fedowan
Felaksanam Tugas dan Adminisirasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer 1387 KMA/ 5K,/ IX /2009 entang
Jangka Wakin Penanganan Petkara pads Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Perkara Perdata

I

Pelayanan Permokonan

#. Masyarakat dapat mengajukan Permnohonan dalam bentuk tertulia kepada Kelwa
Pengadilan Negeri,

b Petugaz Meja [ pada Pengadilan wajib memberikan bukt register dan nemor
urut setelah pemohon membayar pandar bDiaya perkata yvang besarnya sudah
dibentukan dalam SX Kenra Pengadilan dan dibuatkan SKILR,

€. Ehusus untuk permchonan pengengkatan/adopsi anak, masyerakat dapat
mengafukan Surat Fermohenan kepada Ketua Pengadilan Megeri vz decrab
hukurmnya melipuki tempat tinggzal anak yang hendak disanglar.

a. Pemelwon yang tidak dapat membaca dan menuiis dapal meklatang Advokat
Fiket pada Pos Bantwan Hukum (Posbakun) Fargadilan serermpet yang akan
membanin Femohon unhik menyasun sumt perrmohonannya,

e Pangadilan  akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan pam
pihak selambat-lambatnya 3 {tiga) hari sebelum sidang perama.

F Pengadilan wajib menyelesaikan proses permolwnan selambatlambabmya 1
{zatu} bulan terhitung scjak sidang pertama. Pagi pennohonan yang yang
sifaluya sederhang {Udak mla tennobon) diselesatkan dalam waktu s=tambat-
lambatnya 2 (dus) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan
undatg-utidang.

£ Pengadilan wejib memberikan penjelasan perscalan apa saja yang dapat
diajukan permohonan.

h. Suvatu penetspan atag snam permodonan dapat disjukan kasas;.
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2 Pelayaran Gugatny

A

Masyarnkat depat mengsjukan qugzatan k2 pengadilan melalui petugas Mz
Pertama dengan menyerahkan surat gugaten , mindmal 5 {lima) tangkap. Ummil
gugatan dengan tergugat Jebih dari satu, mako swrat gugatan diberikan sepuai
jumlah Tergugat.

Masyarakat acdapat wwngkin menyerabkan salinen Janak (softcopy) surmlt
gugatan kepada pelaksana layanan pengadilan,

Penggugat membayar biaya paitor berdasarkan Surat Kuasa Onmuk Membayar
(BEUM) dari petugas Meja Pertsma yang bersl informasi mengenai rincian
parjar biaya perkarz yang harus dibayar, Pengougat melakukapy pembayacan
pargar melalui bank yang ditamjuk oleh Pengadilan,

Penggugat waib menyetahban SEUM dan bukti pembavaran kepads Fetugas
Meja Pertama untuk didaftarkan dan mencrima tanda hmas beserta Surat
Gugatan yang sudah dibubuhi cop tanda pendafiaran dari petupas pada han
¥ang sama atan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja

Pengadilan dapet memints penambaban biaye perkara dalam hal Panjar yarng
telah dibayarkan tidak mencakapi. Ponggugat dapat melakwkou pembayaran
Penambohen panjer bizya pecham dilakukan melals bank yang ditunjuk cleh
Pengadilan

Pengadilan wajib meneapkan hari sidang selambat-lambabnya 3 {tipa) har kerfa
sejak perkarz diterima aleh majelis hakun

Pengaditan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (pugatan, jawaban,
replik, dupllk, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselessikan dalam
fangka waktu s=lambat-lambamya & (enam) bulan semenjak perkam didaftarkan,
Para pihak akan mendapatkan st pemanggilan sidang har pertama dac
pengadilan selambatdambatnya $ (Mga) har sebolum sidnng pertama, Penentuan
hart sidang pertama gejak perkera diregister ditenmikan berdasazkan jumnlah
bergugat dan domislll kergugat dail Feugodilan.

Iukim wajib melakykan mediast sebelum memerikeg perkara, Eetentuan
tentang pelayanan mediasi dapat dilihat pada pom 11184 pada ketentuan ind,
Fengeugat dapat mengapkin permohonan mediasi setiap saat selama proses
petadangan, Untuk mengaken permchonen mediasi dapar mengacy pads
poity HLEA pada kstentvan mi.

Fengadilan menyediakan calinan pummsan pangadilan kepada para pihak, paling
lama 14 {empar belas hari) setalab putiean dibacal.an di muke persidangan. Bagi
para pihak yang tidak hadir pada sidang pobacim putusan. Pengadilan walll
wwmberitalukan paling Lama 14 (empet belas hai) setclah putusan dibacakan i
mruka pergidatgn

3. Grugatan Penpakitan Kelompok |Class Action)

.

b,

Dagar Hukur:

FEKMA Momor T Tahua 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelom pok

Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatin perwalilan

kelempok (Class Action). Gugatan perwakilan kelempak dapukan dalem hal;

*  Jumiah anggota kelompok semakin benyal: schingga tidak efekitif dan efisien
apabils gugatan dilakukan secara sendint-sendin atmu secara bersama-suma
dalam sabr gugatan,

* Terdapat kesamaan fakta atau pedsbwe dan kesamaan dasay bugkum YANg
digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamasn jenis tuntutan i
antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya

*  Wakil kelompok memiliki kefujuran dan kesupgeuben urtuk mellndungi
kepentingan angzats kelompok yang diwakifinya;

* Organisasi  kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat  dapat
mengajukean Grgatan wnbiek kepentingan masyarakal Antaza lain dalam
petkara hngkungan dan perlindusgan konsumen

* Urganisast  kemasyarakatan/ Lembaga S$wadaya Masyarkat Yang
mengajukan  gugmtan  unbek  kepentingan umum  haws  memencd
persyeratan Yang ditenhuken dalam undang-undang yarne bersapgkutan
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antara lain dalam Undang-undeng No, 23, Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Linghkungan Hidup atau Undang-undang Me. § Tahun 1999 Fasal 1 angka il
ig. Pasal 2 ayat(I) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2061 wentang Lermbaga
Perimdungan Konsumen
c. Surat gugatan kelnmpok memgaca pada persyaratan-porsyaratan yang diatur

Acara Perdata yang berlaku, dan hasas memuat:

*  ldentitos lengkap dan jelas dan perwakiton kelompok.

*  Identitas kelompok secara nhei lanpa menyebntkan nama anpeota.

* ldenkitaz fenpkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutlan nama
atiggela kelompok sahy persatu,

* ldentitas kelompok yang diperlulan dalam  kaitan dengan  Lkewafiban
melakokan pemberitebu an,

Palmyionan Medvosi
4.1.Dasar Hukum:
FERKA Mo. 1 Talwn 2006 centang Mechasi di Fengadilan

+.2. Mediasi datam Persidangan

2 Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak delam persidangan
dae bdak dipungut biava.

b. Para pihak dapat memilth medistor berdszarkan dadkar nama mediabor vang
digadiakan cleh Pengadilan, yang momuat seburang-kutangnya 5 (lima)
nama medistor den disertal dengan lakr belukang pendidikan atsu
Pengalaman para medlator.

% Para plhak dapat memnilih mediator yang bukan hakim. Dalam hial demikian
maka biaya mediator merpadi beban paca pihak,

d. Jika para pihak gagal memilth mediator, ketua majelis hakim alan SEgETA
menurjuk hekim (bukan pemeriksa pokok peckam) yang bersertifikat pada
pergadifan yang sama untuk menjalankan fungsi medintar,

2. FPengadilan menyvediakan ruangan kbusue mediasi yang bessifat bertutep
dengan fidak dipungut binya.

«. 3. Medinei 4i Litar Pernidangamidi Enar Pengadilan)

B Masyarmket yang bersengheta dapal menyelesatkan sengketa mereka melalad
mediglor bersertifikat & nar Pengadilan,

L. Apabila t:lah tercapai kesepakatan perdamaian male depat mengajukan
Uugaan kepada pengadilan yang berwenang untuk mempercleh Ak
Perdatmaian

¢ Pengadilan emenerbitkan Aktn Perdamaian setelah para pihal mondaftnelan
Eugatan mereka di Pengedilan dengan malampirkan hasf kesepakatan
meliasi dan zerrifizat mediacor.

Feiayannn Upaya Holwem
2. ¥ Pelayanaen Adwrintsinas Bending
a Penggugat atau lergugat dapat mengajukan apaya hukum banding melalui
Fanilera Muda Perdats pada Meja Pertama di Pengadilan Meger! dalam
waktu 14 (empat belas) havi kalender techitung keesokan harinya sejak
pubusan diucaphan atau diberitahulian pada pihak yang tidak badir.

b.  Pemohon banding harus membayar panjar bigya permohanan banding yang
ditvangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Mcja Prrinma
mencatat datam buku repister dan memberikan Akta Pernyalann Bunding
kepada pemohon banding apabils panjar biaya Banding lelzl dibayar lunas.
Fengadilon waiib menyampeikan permmohonan  banding kepada pihak
terbanding dalam waktw 7 (wjub) Dar kalendar tanpa perlu menunge
diterimanys memori banding.

d. Pemchon banding dapat melakikan pencabuian  permohonan

dengan mengajukannya kepada Kelua Penzadilan Megeri vang ditanda

tangani cleh pembanding dengan menvertakan alta pencabutsn barveling

vang ditandatangard oleh Panitera

f
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Pangsdilan wipb melabukan pemerikspan perkara banding dalam janpka
waktu b (onam) ol krmasuk proses minutEsi (SEMA Moo 3 Tahun 1998
tentang TPenvelasaian Perkara).

Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding. salinan
putirsan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama antulk segera
diberitahnkan kepada para pibak sejak pututar diteroma oleh pengadilan
penpapu dalam waktu 14 {empat bolas) bari.

5.2. Pelayaman Adarixistrast Kasesi
& TPenggugat awal tergugat dapat mengamkan upaya hukam kasasi melalud

Paniterds Muoda Perdam  pacs Meja Perlama dl Pengadilan Negerd dalam
wakin 14 {ewpat Delas) bexi kalender erhitung keesokan harinya sejak
putusan dincapkan atau diberitahukan pada pihak yang Bdak hadir,
Pemchon atan Termohen dalam perkara permohonan dapat mengajukan
kasat: dalam wakby 14 (empat belas) hari setelah penetapen diberitabudkan
kapadanyra.

Pemohon  kasasi haros memwbayer penjar permohenan  kasasi yoang
dibwangken dalam SKOM. Tenzadilan mepcalat dalam buko registe: dan
memberikan Akia Pernyatzan Kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar
bidya kasasi telah d:bayar lanas,

Yemohon Kasagi wajib menyampaikan memen kasasi selambat-lambatbya
dalam waktu 14 {empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada
kepaniteraan pemgadilan negeri. Panitera wajib memberikem wodse terima
atas peEnerimaat mernari kanasi.

Pemohin Kacasi dapat melskukan pencalwitan permokonen kasasi yang
disjukan kepada Ketua Pengadilan Megeri yang dtanda tangani oleh
pemohon kosasi dengen menyertaban Ak Pencabutan Kasasi vang
ditsndatongani cbeh Pandtera.

Pengadilan wujil melukukan pemeviksaan perkara kaszasl dalam jangka
wakin 6 {enam) budan termasnk proses minutasi (SEMA Mo, 3 Tabun 1998
tentang Penyelesaian Ferkara).

Dalam hal perkara telah diputue ¢leh Mahkamah Agong, pengadilan wajib
mengivimkan sallnan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertanta untuk
diberitahukem kepada pare pihak dalam wakh: 30 hari selak puhisan
diterima oleh pengadilan pengain,

53, Pelgyanin Administras Peainfruzn Kenbali

-

Para pthak dapat mengajukan upaya bukum Peadrjauan Kembali techadap
putusan yang lelah berkeknamn hukwn tetap sesust dengen ketentuan
undeng-undang.

Pengpugat atau tergugat dapat mengajukan upaya bukum Fesinjavan
Kembali kepada Panitera Muda Perdata  peda Mefn Pertama di pengadilan
Megers

Pemwohon Peninjpuan Kembali  harus membeyer biaya  perkara yAng
dituangkan dalam SKUM, Perngatzan Peninjauan Kembali dapat diterima
bila panjar dalam SKITM telak dibayar lunas.

Pencabutan Permehanan Peninjavan Kembali diajukan kepals Kela
hMahkamab Agong dan ditandatangand oleh pemehon peninjauan kembali,
Fengadilan wajil: mengirimkan salinan putusan Mahkameh Agung, delam
hal perkara telah dipoths oleh Mahkamah Agung, kepada Peogadilan
Tinghkat Pertama untul diteritalwkan kepada para pihak dalam wakin 30
itiga puduh) hari sejak pumsan ditedma oleh pengadilan pengaju.

& Pelayaiton Administrass Ebselbist
Masyarakat yang telah memilili pubusan pengadilan yang berkekuatan hufmm
Fetap dapat inengajukan permohonan cksekusi atns putusan terselut,

Pamohon ekselonsi mergajukan pernohvin skseknsi kepada Ketus Pengadilan
Hegeri).

a.

b

i mmem s e e oy = mm es e e = e s = mmrmes enn
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FPengadien harus menetsplan haya panjar eksekos yang ditentukan dalam
SK1TM vang beriki komponen biars aksakie, yaaby binya materai panetapar
Ekeaknei, biaya pemberitahuan Aaniaming/teguran tertulis kepada Termobon
Ekeckuel, biaya pelaksansan  chksckusi  fterdivi darl blaya Pelaksanaan
chsekusi/pengosongan,  biaya  sim cheebusifangkat  si/CB),  biaya
penyempdiat: Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desaf kelurahan,
baFa pemberitashoan dan pencatatan eksekusy ke Badan FPertanaban Masional
{BF[) dan biaye aawa kendaraan.

Fengadilan haras segera mengeluarkan penetapan eksekusl sejak permohonan
diterima. Peretapan bersebut menyatakan bahwa permohonan eksekosi kereebut
dapat dicksekusi {executable) alan fidek dapar dicksakust fumm execulahie).

Jika setelah difemvpuh langkah-langkah sesual ketentnan perundangan dan
ternyata pihalk yang kalah tetap fidak man melaksanalan pubasen hokim, aake
Kema Pengadilan membuat penetapan ehsckusi

Pemohon chsekog? wajit membayar panjar ertebih dalwlu agar ekselusi dapat
dilaksanwkan, Jka biaya bBdak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan
biaya tambahan pelaksamsan eksebust oleb Pengadilan dengan disecki tanda
bukti pembayaran beriknt rincian komponén biaya, |

retiap perintah eksekusi yang dikeluarkar oleh Ketaa Pengadilan harue dalam
benmuk tertulis dan mempethatikan tenggang waktu ysng cokop sekurang.
turangnya 3 (Hga) hari sebelum pelaksanaan ekselusi.

. Perleara Pidana

I Pelayanan Pavsidungan

a

Pengadilan memyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah & pengadilan bagi

terdakwa/korban, saksi-saksi jika diperlukan setfa jaminan keamanan yang

memada. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengaber

Wernpat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan setempat.

Saksi ateu korban dapat mengajakan permintaan kepada Majelis Hakim untul

mendapatken pemeriksaen terpisah lanpa kehadiran salah sabu pihak apabila

vang hersanglutan merasa tevtekan atan bxinboidas: secam Feikologis. Mejelts

Hakim akan mempertimbangkan poonobenan sebui dengan memperhalikan

kondlsi pailcolagis pemplion,

Pengadilan wajlb menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan pnghka

waki perahanan, Terdakwa wajib dilepaskan darl Bhenan fika jangka batss

wakiu ptnahanan terlampaul. Secara khusus jangka wakin penyelesasan perkara
pacla perkara pidana adalah eebagzai berikut:

i Perkara pidana uewtn harus diputus dan disslesnikan paling Tama & bhalan
sejpk perkara didafarkan oleh Jaksa Penuntur Umum dalam hal terdalows
Hoak ditahan}

Il Perkairs pidana yang terdakwanya ditahan akan diputas dan deleszikan
oleh Pengadilan paling leina 10 hati sebselum masa talanan berakhir,

M. fangka wakmi penyelesaian perkara pidama khusus dilakgkan  sesuai
keterihian Undang-undang,

Pengadilan  wajib  mengirimkan pubfusan pacds bngkat banding  kepada

Terdakwas/Faasa Hukumnya pafing lama 17 (mjub belas) hari sebelum masa

tahanen berakhir.

Pengadilan wajlh mengirimkan putusan pidana pada tmgkat kasasi kepada

Terdakwa/Knaza Hukumnys paling lama 7 (twjuh} birri schetum masa tahanan

halys.

Tengactilan wajib wienypanpaikan salinan putusan dalam jangks wakm paling

lambal T4 (empat belas) hari ketja sepk putusan dincaphkan kepada Ke|aksaan,

Lembaga  Femasyarakatan/FRumah  Tehanan Megarm, Fenyidik  dan

Terdaicwa/ Fenasetat Hukomnya

Pengadilan wajih menyampafkan peiikan puimsan pldana kepada Terdakwa dan

IFU segera setelah putusan dncaphan, Asabila putusen diveapkan pada sore

hari maka penyampazan petikan emisan dilakokan pade hact kega berikumye.
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2 Pelapuran Stdang bagi Anak yang Berhadapan dengon Hukum

d.

3 Pal
&,

Drasat Falum:

Undang-Utidang No. 3 Tahun 1997 tentang Fengadilan Anak, Undang-undang
No. 23 Tahun 2002 eentang Perlindnngan Anak

Pengadilan wajib menyediakan Tuang HngEr dan eang sidang dhawsus uomk
persidangan Anak

Hakim wajib untul melindungi bal privast anak den menghindarkan arak das
tekanan peikologia, makadengan menyelenggarakan sidang dalam MiAnEAN
bertu bup,

Flakim dalam sidang aralk tidak mengemaken toga

Hakim wajib memastikan adanya dampingan darl orang lua atau waliforaonge
A asub atan penaghat hukum st Bimbingan Femasyaraiatan (BAFAS) untak
merd2mpingi dan menjelaskan berbagai hel vang bermanfast bagi kepentingan
anak di persidargan.

Dalamn  hal diperhkar  penahanan  mala kepritusan  menchan  huaaus
memperimbanglan  dengan eurggnh-sungzah  kepenlingan anak  atau

kepentingan masyarakst. Tompat pemalanan bagi anak diplsahkan dart orang
devraza.

finan Pengafuun Pamangeuitar atgy Pengaliboe Penaliaran

Terdakwa/ Tersangha,/ Pernsihat Hukumpya dapat wzngajukan permohonan
penangguhan stau pengalihan panshanan secarz san di depan Majelis Hakim.
Alau secard terfulis dengan sarat permohonan ditsjukan kepada Majelio Hakius.
Smrat  permohonan  cersebut  harue  menyebutkan  alasan digjukannys
penangguhan pennhanan,

Terdabwa /Penasihal  Hukum keluarga/Wali  dapat memberikon  jaminin
pensngraban atauw pengalihan pealanan berupa jaminan uang dan ara
jAminean o

Terdakwa/ Tersangka/ Tenasihat Hukuennyn harus mengebutken besacnya
pminan vang dalam Penetapan Penanzpuban atau Pengabihen Fewshansn,
Pengadilan weib menyimpan vang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan MNegeri
dan bukH setornva diberikin pada terdakwa/ tersangka atan keluarga ataw kuasa
hubumnya,

Terdakwa/ Tersangka/ Fenasthat Hukummya wajik membuoat pemmyatean Lopada
hakim bahwa ia hersedis bertanpgung jawal apabila terdakwa ¥ang <dilehan
melerikar. disi Dalam penempan pernyataan Penangguhen penahanan tersebot
harus  digebutkan idenkibis secars jelos dan besamya wang  yvamg haris
ditanggung peojacnin.

Terdakwa/ Tarsangbka, Penasiluat Hulwm hanya dapal mengambl jatminan vang
kembali jika telah terdapat Putnsan yang berkekuatan hukum fep,

4 Pelayanan Sidaug Tindak Pidena Ringan/Titang

A.

——— R WA o R R R AR m A A pmEm, Empmamas pEpY

Persidangan untuk perkara pelanggaran laln lintas diselengraralan | (satu) hacj
dalam 1 isabu} minggu pada hari tertentn, Dalam bondis: ferbenh: Pengadilan
dapat menyelengypsrakan sidang tilang tebih davi ] (satu} kali dalam 1 fsatu)
miTgEy,

Pengadilan avelakasanakon Sidang Tiang di pengadilan pads waktn vang talak
ditettukan -

Pelanggar dapat mendatangi pengacilan pada waktu yang ditentulan terselut
dengan niinbawa bukk prlanggaran.

Fengadilan mengumuomkan Infoonasi tendang fadwal sidang pelanpggaran lalu
lintas pada har it: yang dimyat pada pagan pengumuman atau di depan mang
sidamg,

Apabila Pelanggar herhaiangan hadic dalam, sidang meka yang bersengkutan
dapat mesunjuk wakilfknasa unbuk menghacini sidang dan bersedia inembayar
sejumlah uwang denda sesuai dengan yang difstzhkan oleh Hakimn dalam
perzidangan.

Segera setelah llakim wiemuotos jumlzh denda, Pelanggar dapat mengambil
barang bukli kepada Jaksa.
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3, Pelayanan Pengajuan Upays Bakan
51 Pelpyanan Administrag Perbmrr Banding Pidang

a. Terdakwa/Penasihat Hubumnya dapat mengajukan Permohonan banding
dalar waktu 7 {tnjoh} had sesudah putusan difanihkar, akao setzlah putusan
diberitahukan kepada rerdakwa yang Hdsk hadir dzlam pangucapaty
putusan. Dalam hal pangka walkhu rersebut terlampani maka permohonan
Bandmy fersebut skan ditolel oleh pengadilan dengan membuat surat
ketirangan permohonan banding.

b Tethadap Permohonan banding pang telah memenuld prosedir dan wakia
yang dilelapkan, Pandtera harus membuatian akia pemyatean banding yang
ditandarangard oleh Lanitera dan pemwlon banding, sert diberitahukan
kepada termohen banding,

c. Setap penerimaan permohonan bandmg vang diajukan dalam hal terdakwa
ada delam rahanan, Ketua Pengadilan Megeri harus melaporkan pada
Peagadilan Tingg tentang permohonan temebat paling lambat 2 ha,

d  Sebelum berkas perkava dikiim ke Pengadilan Tinggi, pemchon dan
termohon banding wajit diberi kesempatan untuk mempclajari berkas
perlara sclama 7 [ ajuh) harl

¢ Felamd perkara banding Tretura dipuius oleh Pengadilan Tinggi, permohonan
banding dapat dicabut sewaktu-waktn, dan dalam hal sudah dteabut,
pemohon tdak beleh mengapkan percehanan banding lagi, kecnali znasth
daiam tetgdang wakih masa pengajuan banding.

£ Dalam hal perkara telnh diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan
dikirim kepada Pengadilan Negeri unhuk diberitahukan kepada terdakwa
dan Penuntut Dmur, pang untul ik Panitere membuat akta pemberiahuan
puiuzan dalam wakhy palivg lama 2 {dua) hayt.

. Priapanan Adminlsivase Perfora Kasase Pidooa

a. Terdakwa/Penasihet Hokumnya dapat mengajukan Permohonean kasasi
kepade Panitera selambatiambamya dalem wakiu 14 [empat beles) hati
sepidall pubizan Pengadilan diberitabukan Repeda terdakwa/Penuntut
Umum dan selanjutnya dibwatkan skta permohanan kasasi cleh Panitera,

b. Permchonan kagasi yang melewatd tenggang wakiu tesebut, tdak dapat
diterima.

c. Dalam tengpang wakm 14 (empat balas) hati setelah permohonan kasasi
diafukan, pemehon kasaei hams manyerahkan memori kasasi dan tambahan
memari kagasl (ika ada). Uobik itu pefugas membuat Akts tanda terima
memardf banbaban memned.

¢ Balam hal pemohon hasesi wdalah terdakwa yang kuremg memahami
hukumn, Pzlaksana Layanan Pengndilan (Panitera) wajib menanyakan alasan
ta mengajukan permobonan tersebut dan ontuk thn Panitera nrencakat alasan
permohodan kasasi

e, Panlfera memberitahukan t=mbugan memori kasass kepads pihak termohon
dan untuk ity pehigas membuat tands rerima.

f. Termshon Kasasl dapat mengajukan kontta memori kasagi, Dalarm hal
Termchon Easasi mengajukan konkta memori keaosi unbuk itu Fanitera
wernberikan Surat Tanda Terime.

& Sclame porkare kasasi belum diputus oleh Mehkamah Ayung, permohonan
kasusi dapat dicalut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakaikan oleh
kuase hukum terdakwe, harus mendapat persetujuan terlebdh dabuly, dari
terdalcowa. Atas pencabutan tersebut. Panilers membuat akta pencabutan
kasasi yang ditandatangand oleh Paniters, pihak yang mencabui dan
diketahui olel Katua Penzadilan Megeri Selanuinya akts tersebut dilkinim ke
Mahkamah Agung,

h Talam hal perka telah diputas, Makkamah Agung wajib menginmkan
salinan putusan kepadn Pengadilan Megeri untl diberitahukan kepads
terdabwa don Menunbat Vinuen, paling lambat dajam wakbs 2 {doa} hari
uniuk perkara yang benlasnrkan olsh peraturan perundang-undangan harns
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selecal calam wakm 30 {tiga puluh} hari dan 2 [(dwab Bulan wntuk perkars
vang tidak Bersifat prioritas.

5. Pelayanan Adimintstiast Pertmjtuwen Kambali Pideina

a. Permohoman Paninfuin Kembali dari terpidatia atou ahli warznya diteriuw
olsh panitera Muds Pidsna dan dibuatkan Akta Pernyataan Feninjouan
Bembali serta dicatat dalam Buku Register. Paniters Muda Fidana akan
wmemberikan tanda terima kepada Pemohon,

b Dalam  hel terpidana selaku  pemchon Peninjavan  Xembali kurang
memahamt hukum, Panikra wajib mepanyakan dan mencatat alasap-alasan
dalam Akta Pernyatan Pepinfagan Kembali serta dicatat dalam Fuku
riegistar.

< Dﬂigﬂm tenggang waktu 1 (hard) kevia sefelah permohonan FE, Eebua
Pengadilan Negeri wajib menunfuk Majshs Ealine vang tidal memeriksa
perkara zernuls, wnhik memerikss dan memberilian pendapat apakah alasan
permohonan Pendnjauan Femball felal sesuaj dingnn ketentuan Undang-
undang.

a Du.l.nrngt:nggang waktu 14 {empat belast hen kerfa Majels Hakim pada
Fengadilan Megeri memeniksa apakah permohonan PX telall memenuhi
peryaraten. Dalam pemeriksaan tersebot, berpidanz atau ahli warisnya
dapat didampingi olsh Penasehat Hukum dan laksa yvang dalam hal md
butcar  dalam  kapasitasnya sebagei Pemuntut Umom dan dapat
menyampaikan pendapamya.

6. Pelayanan Admindstrasi Grag

A,

Terpidana/penasthat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi erhadap
putusan Pengadifan yang l2léh mempunyar kekustan hukum elay kepads
Preslden secava lerhalis,

Dalem hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi depat
dinjukean ranpa persetufuan terpidana.

Futusan pemidanaan yang dapat dimchonkan grasi sdalah: Pidana Mak, Pidana
st hidup dan pidana peajara mintmal 2 (dua) falum,

d. Peresohonan Grasi tidak dibatesi cleh teaggang walkn,

Permahonan Grasi diajukan kepada Presiden melaly; Eotua FPengndilan, Negeri
Yang memntug perkary pada inglat pertama dan atav teraklie untud diteruskan
kepada hMahltamah Apang,

Panitera wajilh membuat Akt Penepimaan salinan Permohonan Cirasi,
selapjutnya Dérkas perkara besects permohonan Grasl dikirim ke bdahkamah
Agung. Apalila Fermohonan Grasi bdak memenuhi persyaratan, Panitera
membuat Akts Fenalakan permohonan Grasi,

iV. STANDAR PELAYANAN PADA BAMAN PERADILAN AGCAMA

A. Dasar Hokum

G P

e B

o,
11i}

HIE/ Rbyg
Undoang-Undang Momor 1 Tahun 1974 tesrtang Merkawinan

Undang-undeng Womor 30 Tabon 199 Teotang Arbitrase dan  Alternatif
Fenyelesaian Sangleta

Undang-Undang Momar 3 Tahan 2009 tentang Mehkamah Agung

Undang-Undang Momor 48 Tahun 2000 tentang Krkuasaan Kehskiman
Undang-undang Nomor 51 Telun 2000 teniang Paradilan Agmma

Kompitas] Hubum l€lam

KB A 2 SR 1w 2008 tenbeng  Pemiberlakuan  Bukn 11 Pedoman  Tektus
Adminletras dan Tekrda TFegadilan Agmating

PERMA Momor 1 Tohan 2002 Ienang Acara Cugatan Perwakilan Kelompok
PERMA Neomnos 1 Tabun 2008 tenteng Frosedur Medias: di Pengadilan

1. SEMA No. 3 Talun 1996 tentang Fenyelazaian Perkara

1>



12, Penotapan MAR] Nomor: Kivla ;095 X £ 3006,

13. Surat Edaran TUALA ULTALTUN MARE MNa_ MA/ KLIMDIL 8510/ 1987

I4. Keputnsan Letuz Malkamah Agung B1 Moror 138/ KA /3K /TN / 2000 entang
Jangks Wakt Penanganan Perkars pada Mahkamat Agung Republik ndenesia

B. Felayanan Permohonan

1. Pemohen yong fidak dapst membaca dan menulis berhak mendapatkan wantuan
hukum dari Advokat Fiket pada Fes Dantuan Hukum (Pesbakum) yang ada di
Pengadilan Agamy selempat vang akan membantu Femphan untuk ményusun Surat
Permchonannya.

2 Pemohon menyampaikan peymohonan kepada Ketua Pengadilan Azema di tempal
hinggal Yemohan. Pengadilan mendaftarken permohenan dalam buka register dan
memberi romor urut setelah pemohon membayar panjar btava perkars yang
besamya  sudah  ditentukan  dalam  SKUM.  Khusue  ontuk permohonan
penganghatan/adops anak, Surat Perevobhonan diajukan kepada Ketua Pengadilan
Agama yang daerah hulusisys melipul tempat Giaggal anak varg hendak
diangkat,

3. Jenis-jenis permohonan yang dapat digjukan melalui Pengadilan Agama, yail:

2. Permolwnan prngangkaten wali bagi anak yang belem berumus 12 tafizn atag,
belum  pemeh melangsungkan perkawinar vang Hdsk berada di bawah
keknazaan orang fua.

b. Permohenan pengangkatan walif pengampu bagi areng dewasa yang Lurang
ingatannya ata ovang dewasa yang fidak bisa mengurus hartanya Ingi. misalnga
karsna pdkun.

. Fermohonan dispensasi kawin begi pria vang bolvin mencopai wimur 19
(sembilan belas) mhun dan bagi wimita vang belum mencapai wmur 16 {tmam
belas) talun,

d. Permohonan ixin kawin bagl calon mempelri yang belum bernsiz 21 (dua puluh
&a b Lk

2, Permeohonan penganghkatan anak

L Permohonan untik menunjuk seorang atau beberapa crang wasit (erinter) oleh
karetia para pihak ddak bisa atau Héak bersedin wnm bk rmenanjul wesit {arkies).

g- Permohonan sita atas harta hesama tanpa adanys gugatan cerni delam hal salah
sahi dad guarmd istert :

b melakukan perbuatan yang merugiban dan membahayekan harta bersama

sepertl yudi, maluk, boros don schagainya.

Permohenin izin uniuk menjual herty Lersamn yang berada dalam staws sita

wituk kepentingau keluarya,

Permuhonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaat miafpud.

k. Permnohonan penetapan ahli waris.

Farmohonan penstapan wali adhed, apabila wali nikah calon mempelai wanita

vang okan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam

perkawinan tersebut.

. Permohonan pencabutan surat penclakan perkawinan dari Tzgawrai Dencatal
Mikah.

n Permohonan pencegehan perkawinap, apalils valon mempelan atau salah satu
celon mempelsi $dak memenuhi syarat-syarat peckawinan.

9. Fermnohcnan pembatalan perkawinan, apabila perlawinan wlah dilangsungkan,
sedangkan calom cvempelai stau safah saby calon mempelai Hidak rmemenuhi
syarai-syaral perkesvinan,

p- Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal.

—_ —

C. Pelayenan Gugatan
1. Para Pihak dapat mengajukan gugetan dengan menyerahkan surat gugatan kepada

Petugas Mefa Perlaua sebanyak julab pihak, ditambah 4 {empar} rangkap untnk
Majeliz 1 Taklin dan smip. Dokumen yang perly diserahkan adalal:
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a. Surat gugstan atay surat permohonen yang ditnjukan kepada Ketua Pengadilan
Agama abau Mahbamah Syar'iyah vang berwenang,

b Surat Kuasa Ehusus (dalam hal Penggugat atan Pemohon reenguasakan kepads
pihal lam).

< Folokopi Karm Anggnta Advokat bagi yang menzgunakan J#ca advolkat.

¢. Bagi pihak yanz mengguniben perwakiltn sclain advokat (Kuosa Inskdenbl),
harus ada surat keterangan tentang hubongan keluarga dari Kepala Desa,” Luah
dan/atan surat izis khusus dar alasan bagi PNS dan Anggota T/ Folr,

5. Salmor puasan (untuk permohomun vicsekus),

f. Salinan surar-sural yang dibuat di fuar megern yatg disahkan alsh Kedutaan alau
perwakilan Indonesia di negara terssbut, dan telah diterjemahken ke dalam
hahasa Indonesia eleh penerjemal yang disumpah.

Fehgpugat yang Hdak dapat wembacs dan menudis, dapat mengajukan pugAtannya

secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatet oleh Pengadilan.

Peiupas Meja Pertama mensksir panjar biaya perkar vang kemuydian dirglis dalam

Surat Koasa ITnnik Membayay {SKUM). Pibal, pomohon atan penggugat Uddk akan

dimints unmk membayar apapun vang tdak tertera dalam SEEM.

Penaksiran panjar binys peckara cenlpertimbang b

a. Jumiah pthak yuog berperkara,

b, Jarak eepal inggal dan kondisi daerah para pihak [Tadius).

<. Umtuk perkaca cerai mlak havus diperhitungkan juga bisya pemanggilan paca
pihak wntuk sidang ikrar talal,

4. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadic proses mediast lebib dahule
dibebankan kepada pihak Penggugat melalii uang panjzr biaye perkaga,

Bagi masyarakat yang tdak mampu dapal mengajukan germohonen berpetkara

secara prodes feuma-coma) kepada Ketva Pengadilan. (Lihat bagian 0.0 tentang

biaya peckava)

Pengrugat evengrima Surat Kuasa Untuk Meinbayar (GKUM) catam rangkap 4

jrmpat) dari Petugas deja Pertama yang berls informasi DeMgETial FinCizn panjar

bisya perbiare yang hams dibayar,

Penggugar melakukan pembayirn panjar bisya pekara melalul bank TEDE

ditunjui: oleb Pengadilan,

Penggugat menyerahkan bukt pembayaran berikut SKUM kepada Fempgrang Kas

unituk diberi tanda hinas serta surat pugatan atan pemuohonan

Berkas vang telah memiliki tanda lunas Jdiserahloan kepada petugas hMeja Kedun

untuk diberikan nomoe regictor.

lamanya proses pendafaran perkaca, dalam bal Derkas-barkas telah teTpenuli,
adalah paling lame 1 (satu) hari.

. Gogatan Kelompok (Class Action)

1,

4

ugatan perwakifan kelompok dapat diatukan dalam pevkara wakaf, zakat, infag

datt shadagah.

Pemggugal mengajuken surat gugatan kelompok mengact pada  persyara@n

persyaratan Yang diabor oleh bukum acers perdata rang berlaky, dan harus

TOe A

f. ldenbitas lenghap dan jelas dari waki Kelompok.

b Definisi kelompek secara rinc dan spesifik walavpun Bnpa menysbutkan nama
angpcla belompok saba-persany,

< Kelerangan entang anggeta kelompok yang diperfuken dalam Laitan dengan
kewsg|lban melakukan pembaritahuan.

Untuk mewglili kepentmgan hitbwm anggol kelompok, wakil ketompok sk

dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khirsos dard anggol.

Hakim memutnskan apakah gugatan perwskian yang diajukan seh atsu Hdalk,

Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, mraka

Hakim gegara mem erintahkan Penggugat mengajukan usulsn modal pemberitalinan

unbak memperoleh persetujuan Hokim. Apabils pengguraan taty cara gugatin

perwakilan kelompok dinyalskan tidek: sah, maks pemerikesan gugatan dikentikan

dengan subtil prutusan Hakun,
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Dulam proses petkara tersebur Hakim wajib mendorong para pibak nntuk
menyelecalkan perkara dimakeud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan
maupun selama berlangsungnye pemeriksaam perlara.

Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompalk pada khap-

tahap:

8. Segera setelsh Hakim memutiskan bahwa pengajuan bta cars gugatan
perwakilan kelompok dinyatikan ssh, selapfubaya anggots kelompok dapat
membuat pernyatasn Leluar,

b. Fada mhap panyelossian dan pendistrilasion ganti rugi kerika gugatan
dikabultkan.

Apabila gupatun ganti rugi dikabulkan, Hakimn wajib memutuskan juenlah ganki rugi

SECATA rindi, penentuan Eelompel dangatau sub kelompok vang berhak, mekanisme

pendistrabueian gant rugd dan langkai-langhah vang waib ditempuh oleh wakil

kelompol dalam presas penctapan dan pendistribusinn seperti haltiya kewajilan
melalubcan pemberitabuan atan nobkkasi.

E. FPelayanan Administrasi Tergidangan

1

Ketua Pepgadilan Agama atau Muahkamah Syai'al menetapkan ajelis Halam yang
akan wenyidangkan perkars selambar-lambatya 10 (sepulub) hat kerja sefak
perkura didafarkan.

Ketua Majelis Hakim sudsh menstapkan hart sidang pertama selambat-lambatrya
dalam 7 (twjuly har kega. Dalem menetapkan harl sidang, Ketua Majaiis Hakim
harus memperhaiikan jauh-dekamya tempat tinggal para pihal yeng Borpediara
dengan tompat persidangan.

Urtok para pihak ypang berdomisili di lusr negeri maka temggang wakba antava
pemanggilan dengan persidungan sckurang-kurangnya & (goam) bulan sajak sumt
petmwboran pecmangpilem dikirimkar,

Unkuk pemeriksaan perkara ceral dilikukan selambat-laniba mya 30 (tige puleh) hari
sepk tanggal swrat gugetan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atan
tdahkamah Syariyah

Pengadilan menpumumban jadwal persidengan dan penundaean sidang (dengan
mencanburmkan alasan penwndsan} pada papan pengumuman pengadilan ataw
media lain yang mudah diaksee aleh masyarakat.

Fengadilan mengirimkan salinan puhisan pengadilan kepadn para pihak, termasuk
pard pibak yang tidak hadir pada sldamng pembacaan pubusan, paling larma 14 {=mpal
belas hari) petalab putusan dikacakan di nyuka pemidongan

E Pelayonan Mediasi

1.

Z

Mediasi dalam Fersidangar:

3. Pengadilan memberikan Jayanan mediasi bagi para pfhak delam persidangan
clapy bidak dipwegat yaya,

b. Para pihak dapat memifih medister berdagarkan daftar wama mediator Tang
disediekan oleh Pengadilan, yang memuat selurang-leurangnya 5 (lima) pama
mediator dan disertai dengan latar balakang pendidiken ataw pengalaman pura
mediator

¢. Paya pihak depat memalth medigbor yang bukan hakbn, maka biaya mediator
oeenjadi belran para pihak

d. Jika par pihak gagal memilih mediator, ketwa majells hakim akan segara
menonjuk hakim bukan pemeriisa pokok perkara vang berserbfikat pada
pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

¢. Pengadilan menyedizkan ruangan khusus mediasi yang bersifar terhitiap dengan
tdak dipungui biava.

kdediasi di Juar persidangan:

r. Magparakat yang boseangketa dapat menyelesaikan sengheln werska melahs
wediator bersertifikat A lear Pengadilan,
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b Apmbita telah rercapai kesepakatan perdamaian maka dapat oiengajukan
Cugaln kepada pengadilan Yang berwepang untnk  memperolel Akt
Ferdamaian

Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelsh pam pthak mendafiavkan
gugatan mereka di Pengadilan dengan melampivkan hasil kesepakeatan medfasi
dan sertifikat mediator.

. Pelayanan Sidang Xeliling

1

Sidany kelling adalah sidang pengadilan yang diaksanakan di laar gedung
pengadilan yang diperuntuken bagi magyarakat pang menpalami hambatan untak
datang ke kantor pengadifan karene alagan jarak, ransportasi dan biaya,

Jetua srang dapat mengajukan perkaranya untul diselesaikan melaboi palayanan

sidang  keliling oleh penpadilan  setempat. Mamun demikisn, Heak sormua

pengadilan melaksanakan sidang keliling, berutama pengadilan vatg bemda di

tbuknra propinsi,

Samua perkara pada dasamys dapat dinjukan melalui sidang keliling, akan ke tagi

karenz ketgrbabisan pada pelayaonn sidang keliling. maeke peckara yeny dapat

Hejekan melalui sidang keliling, di antarurya adalah:

2. ltsbat nikal: pengusahan/pencacatan nikah bagi pernikehan pang Hdak terdaftar
di KUA
Cetal ghyrat gugatan cerai yang apkan okeh isted

. Ceral {alak: permohonan cersi yang diajukan oleh suami

d. Penggabungan perkara Isbat don cerai gugat/cerai talak apabila pernikaban
tidek bercatat dan akan mengajukan perceraiarn .

2 Hak asuh anak: Gugatzn atay permehanan hak asub anak yang behun Jewasa.

}. Penetapan ahli waris: Parmnohonan untuk menetaphas ahli waris yaog sall

Sidang Leliling dilaksanakan di tempattempat yang representalll pade lokasi

dimana sidang diadakan anlara Jain Ji balal desa, kantor kecamatan, kantor KDA,

atau tempat feailitas umum yang mudah dijangkau oleh measyarakat yang tngeal
fauh darh kartor pangadilan

Pengadidan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling mefalui media

peagumuman oi pengadian den pads lokasi dimene sidang kelilmg akan

dilaksanatan.

Persyataten admmistrasi yang perlu dilengkapi nnhik mengajukan perkara pada

sidang teliling adalah: '

a. Surat pugakan alau permohotan

> Kelenghapan dokumen-dekumen yang diperlukan sesuni dengan parkara yang
drajukan. (Lilat poln VB dan &).

¢ idembayar penjar biaya perkara yang telah o tetapkan oled Penpadilan. Bagi
yang tdek mampu membayar maka dapat mengajukan prodec atau  beperkara
secara matis (lihat panduan cera mengsoban prodea),

d. Pada sast pelalsanaan Persidangan Pemohom/penggozat hamus membswa
minimal 2 {dwa} orang saksi yamg mengetshui  permasalahan
penggugat/pemohon.

¢, Menyerahkan remana persyaratan vang sudah lengkap tersebaut di nkas ke kantor
pengaditan baik secara pridadi atan perwakilan yang ditunjulk

L Setelah persyarston disembdon, minta tinda bukb pembayaran (3EUM), dan
satu salinen sural pugatan permghonan yany belah diberi nomor perkara.

Jetelah perhara diputus, salinan putusan bisa diamil di Pengadilan atan di tempat

sidang kelling.

H. TItabat Rukyatul Hilal

1.

Pemchon (Kantor Kementerian Agama} mengajulan permobotan itsbet kesaksian
rukyat hilal kepads Pengadilan Agania atau Mahkamah Syaripah yang membawal
wilayah tempat palalzanaan refasrt hilal.

- Paniters atau pehrgas yang dimojuk mencatat permohonan tersehat Walam regisler

khuasus unhuk iy,
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d. Sileong ibsdmt ke Bilal dilaksanakan i ket pat mkyat hilal {sidang & tempet),
dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai deagan kondisi setempat.

4. Ketue Pengadilan Agama afay Mahkamah Syar'ivah mentrgok hakim munelis alau
hakim tunggal wniuk menyidangkan permohonan tersebut

5. Hakim yang bertugas harus menyakstkan kegiatan pelaksanaan rikyat Juilal

6. Pelaksanasan rubyat hilal harus sesuai dengan data yang ditecbitkan oleh Badan Hisab
Tekyat {BHR} Kamenterian Agama BL

7. Semua biays yang timbul akibat pomchonan krsebut dibebankan kepada aTIggaran
negata,

L Pelayanan Adminisirasl Upaya Hukum

1 Pelayanarn Administrasi Perkara Banding

3.

Para Pihal dapat memgapikan permehonan banding kepada Petuges Maja
Pertame dalam wakhe 14 {empat belas) har kalender setelsh putuzan divcaplen
atau setelah diberitalnikan daiam hal putusan kersebut dmeapkan diluar hadir.
Pengadilan mendaftarkin perkara dan memberikar; Akta Pemnyataan Banding
kepada Pemohon Banding apobila panjar biaya banding Lelal: dibayar lunas.
Magyerakat dagat melakukan pembayazan biaya petkara melilui Bank, kecuali
di deerah tersebut liTuk ada Bank. Pegawai Fengadilan ddak dibengrkan
neénemima pembajaran biaya perkam langsung dati pihak berperkara (SEMA
Na, &/ Z08),

Fengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Fihalk Terbanding
dalsm wakin 7 [tujub) hari kalender, Bnpa pedn trenunggy dikrimanya
memoti banding,

Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas beonding (Berkas A dan B) ke
Pengadilan Tinggl dalam walia 20 (tza puluh) hor sejek permohonan banding
injukan

Perchon banding dapat melekuban puncabukan permohonan nding dengan
mengajukan kepada Kema Penpadilan Agama yang ditanda tatigani olah
pembanding (harus diketahwi oleh prinaipal apabila permchonan tanding
digjukan oleh knaganya) dengan menyertakam akta panitera.

Fengadilan tingkat banding waijib mengirmkan salinan pubtusan dikirim pada
pengadilan Agama untuk diberitsthukan kepada para pihak, Paniters wajl
membuat akla pemberitabian putusan dalam waltu paling Inma 14 feapat
Lre=laz) hari.

X Pafﬂynnnrrﬂdministms:' Perbara Easzpei

A,

e e 5, ¢ R R R

Permohonat kasas® delam wakiu 14 (emnpal belax) hari kalender setelah pubagan
atan penctapan Pengadllan Jdincapkan dan diberitaliukan [dalam hal putasan
tersebyt diucapkan di luar hadimya),

Perpohon kasasi menetitng SKUM yang dicap/stempel Lunas cleh Pemegang
K.as setelah menyerabkan buktl pembayarar,

Pelugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasari dan menyerahkan akta
pemyataan kasasi yang dilampirkan pada berkac parkara.

Pengadilan menyampaikan permohotan kasasi dalam wakly 7 {tujuh) hari
kepadda plhak lavean.

Metnort kasosi sslambat-lambatya dalan wakin 14 {empat belas] hari scsudah
peanyataan kasasi Tivus sudah diterime pada kepaniteraan pergadilan negeri
Panitera wajilb memberikan tanda terima abas penevinaan memori kasasi dan
dalam wakiu selambat-lambatnys 3 {tiga puiuh) hari kalsnder salfnan memaori
kasasi terssbut  disampaiban kepada pibak Jowan dalam perkara yang
dimaksod.

Jawaben atau kontra memon kasani selambat-lambaoya 14 (2mpat belas) hael
kalender sesudah disampaikannya memor kasasi hares sudah dHerima pada
kepaniteraan pengadilan nzgeri vtk disampaikan pihak lawannya.

Sebelnm  berkas perkars dikicm ke Mahkamah Agung bamus diberkan
kesempatan kepads kedua bolah wntuk owempelajari/ memesriksa berkas Perkara
(frzage) dan diluangkan dalam akta,
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i FPengndilan tingkat pertama dalam wektu 85 (enamy pulith lma) bari sejak
permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirienkan beckas kasasi [Berkas A
dan B) ke Mehkamah Agung.

}  Fencabutan permohonan kasasi digjukan kepada FKetwa Pengadilan Agameyang
ditenda langani oleh pemohon kasasi (herus diketahni oleh prinsipal apabila
permohonan kasasi disjukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta paniteta.

k. Fencabutan permohonan kasasi harus segeva dlkiin oleh  Pandiers ke
Mahkamrah Agung disertai alta pencabutan yang disandatangani olely Pandtera,

| Mahkarah Agong waib mengirimkan salinan pitusan kepada Pengadilan
Agama unbzk diberitabuxan kepada Parz Pikak paling lambat dalam wakin 2
{dua} hari umink perkara yany berdasarkan oleh pevaburan perundang-undangan
harng selesat dalam wakt: 30 {Hga pubuh) hard dan 2 (doa) bulan unbek perkara
vang ddalk bersifal poodias,

3 Pelayeman Administrasi Peckara Peninjavai Kesyba fi

a. Permohonan peninjavan kembali dapat diajukan dalam wakie 18D {seratus
delapan pulub) hari kelender,

b. Pemohon kasasi menyerahlan binda bukt pembayacan panjar Haya perkara dan
mensrima SKUM yang telah dibububi cap stempel Iunas dan Pemegang Kas.
Pengadilan pada har im juga wajib membuat akiy pemyataan  perdnjaven
kembali yang dilampirken pada berkas perkara dan meregicker pormehonan
peninjauan kembali,

c. Solarabai-lambatmya dalum wekitu 14 jempat belas) haci panilera  wajib
membertihubkan tentang permchonan PK kepada pihak lawannys dengan
memberilion/ menghimkan salinan permcluonan peninjauan kembali  beserts
afasan-alssanya Kepicls pihak Jawen,

d. Jawaban/tanggapan atas alasan petinjauan kembali selambat-lambatrya 30 {ties
pulub} hari sejak Alasan PK tersebut  diterima harus sudah ditedms
keparuteraan untuk dzsmpaikan pihak lawan.

e Jawabanftanggapsn atas alasan FK yeng diterima kepaniterasn petgadilan
harus dibubuhi hari dan fnggal penerimaan yang dinpatalan distas syural
puwsaban tersebut.

£ Pencabuban permoghonan peninjanan kembali disjukan kepada Ketua I'engadilan
yang ditandatangsni cleh pemohon peninjavan kemludi (harus diketahui olsh
pewmchon apabila permobwonsan peninjatan kembali diajukan olat Jmasanya)
dengan menyertaken akta paniters,

g Pencabutan permobonan peninjanan kembali herus segera dikivien  olsh
Paniternke Malkamah Apung disertai akta percabutan yang dikedatngani
oleh Panitera.

b, Dalam hal perkara tdah diputus, Mahkamah Agung wallb mengiritnkan salinan
pubnyen pacda Pengadilan Agama pengaju nnmk dibarishulan kepada Fara
Fihal: paling lambat dalam waktu 2 {dua) bad untak perkora vang berdasarkan
oleh peraturan perundang-undangan harws selesai dalam wokba 30 (rga pulub) _
bazi dan 2 {dua) bulan wntuk perkara yang tidak bersilal privritas.

¥. STANDAR FELAYANAN PADA BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Dasar Hulbom

L Undang-Undang Nosnor 3 Tahun 2009 teatang Mahbamah Apgung

Z  Undang-Undang Memor 42 Tuliun 2004 tentang Kekuasaan Kehakitman

3. Undang-Undang Momor 31 Tahun 2009 tenfang Feradilan Taks Useha MNegara
4. Undang-Lindang Momor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
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B. [Celayaman Gugatan

10,

11,

12,

Pengadilan Tata Ustha Negara menerima gegatan dan gugaten perlawanan

tethadap penstapan pemerikaran pendahitlusn {dismissal prosass). Surat Tuzatng

teroebut dizjukan olsh penggugat kepada petugas pada Moga Pertama) di

Pengadilan Tala Usaha Megara dimana penggugat bersengketa.

Gugatan TUN hanya dapat dinjukan dalam enggang wakm %0 hari (kalender) sejal;

ubiek sengketa diketabui oleh penggugat atay digrpumbcan sesuai dengan kebertuan

prrahuran yang berlakn

Penggugat dapat mendaftarkan guzatan melalul pengadilan sebagas berilut

a, Pengadilan TUN di tenpat kedudukan tecgugat:

b. Pengadilan TUN terdekat sesnal demgam domisili penggugat Petgadilan
tersehut akan memgirimkan hetkas gugatan kepada Pengadidan TUN di bempat
keduduban Tergugetunhik dilakukan pemeriksaan;

r. Penpadilan Tinggzi TUM, Adalam  hal perkara telah dilakukan  Tanding
Adeiniztranf

Surat gugatan dopat dikirimkan oelalal pos Dalam hal i, Farwtera alan

memberilahukan selambar-lambamya 5 (ima) hari kerja kepada Fengaugat yang

menginformasikan tetiggang wakhl pembayaran panja perkara selanbat-latbatriva

4 {enam)] bulan sefak diberitalwkan Jika penggugat tidak melakukan pembayaran

seteldh melewali jngka wakiu terssbat, maka gugatan tdak dapat didaftarkan

[mtuk mendaftarkan gugatan, penggngat harms menyertskan dokumen sabagai

berikut:

. Sutat GQugakan abau Surat Gugatan Perlawanan minimal 5 {lima) rangkap

h. Surat Kuasa Khasas dari penggugat kepada Kuasa Hulewmuya (bila pengpupnt
mengguniban Kuasa Hukuin)

Dalam hal penggugat tdak memiliki objek gugatan, maka Hakim akan meminty
kepada bergugat untuk menysrahkan objek gugatan tersebut pada saat
pemeriksaan selanfuirya

Fenggugat dapat mengsukan permohonan agar pemeriksaan dilakukan dengan

acata cepab jika Perdapat kepentingan penggugat yang cokop  mmenedsanlk.

Permohonan tersebut disampaikan dalam Surat Cugatan, dan Keka Penygadilan

mensEpkan dikabulkan atan fidaknya permahonan ergebat dalam 14 {exypat belas)

hari sejak diterimanya permobonan.

Petgpugat dapat mengsmban permohonan penanggulin  pelnksanaan Swrak

Eeputusan yang dipcdikan objek senpheta jika terdapat keaclaan zangat mermdesk

yang mengakibatkan kepentingan FPengygugat sangat diragbkan  Permohonan

penangguhan pelksanasn Surat Keputusan tersebut dapet disfukan sekaligus
dalam pugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dam pokolk sengketanya,

Petugas Meja Pertamn akat manghitung panjar biaye perkara yang kemudian ditulis

dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUMY. Besarnya panjar biays perkam yang

diperkirakan harus telah mencukupl unhik menyelesaikan perkara.

Bagi mesyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkars

secara proden (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan TUN (Tihat bagian M.C

Entang MFelayanan Bantuan Hukun).

Penggugat menerima Syt Kuase Uniub Membayar (SKUM} deri FPetugas heja

Pertama yang berisd informasi mewgenai fncian panjar Biays perkara Yang harus

dibayar. Pengpugat melakukan pembayaran panjar melahi bank vang dituniuk cleh

Pengadilan,

Pengguzat menyerahban SKUM dan Lokl pembayaran kepada Pemgas Mefa

Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas heserta Surat Gogatan yany

sudab dibubgli cap tanda pendaftaran dad petugas pada bari yang sm abtu

selambat-lambatoya 2 {dus) hari kerja.

Pengadilan hanya akar evemmtas penambeahan baya perkaa dalam hal panjar yang

teleh dibwyarkan tidak mencukupi. Penambaban panjar biaye perkara dilakukan

mclalui Bank yang dilnjuk ofeh Pengadian,

1. Berkas yang telal memiliki angda lunas diserahkan kepada petazas bepa Kedua

uith/k diberikan npmor registar



C. Pelayanan Administrasi Persidangan

i

p

3

Dalem  ba!  dilakukan proses dismisst!. Pengsdilan haris  menyampaikan
pemanggilan secarn tertulis kepada para pihak.

Pengadilan melakukan peraangeilan sidang pertama stlambal-lambatnya 3 {hat)
sebaliin sidang perrama.

Pengadilan wojlb menyelenggarakan sidang Pengudilan dt ruang sidang dan
dinyabakaun lerluka unmk woum kecuzli dalam hal perkara menyangkut keterbbar
umum alaw keselamatan Negara, kecuali dalam hal dilakukan pemeriksaan
setermpat

Pengadilan wajib memutus petkara TUN termasuk melakuken diminutasi dalam
prgka wikpy maksimal & {(enam) bulan sefak perkara didafrarkan

Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak,
termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang primhacaan putusan, paling [ama
14 {empet belas hari) sutelah putusan dibacakan di muka pereidangan,

D. Pelayanan Upaya Hulkum

1

T S S

Pelayanan Adhnincstrasi Banding

a. Pengeugat alau terpugat dapat wengajukan upays hukwm banding kepatla
Prnitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam wakiu 14 femnprat belas) hari
kalender terhitung  xeesckan  harinys  sepak  putusan dincapkan amun
diberitalikin pada pihak vang ddak badir.

b. Pemohon banding hams membayar biaya perlara yang ditiangkan dalam
SKUM. Pengadilan meregister pirkara dan mewberikan Akta Pemyataan
Tancing kepeda pemochon banding apabile panfar bieya banding telah dibayar
lungs,

¢. Pengadilin menyampajkan permohonan banding kepada pihal tarbanding
dalary waktv 7 (tujub) hari kalender, tanpa perla menungen diterimanya
mernori banding.

d Pengadilan wajib memberikan kesempatan, kepada kedwa belah  yntmi
mempelajari/memeriksa berkis perkara (inzags) dan ditwangkan dalam akta
sebelum berkas parkara dkiriu ke Pengadilan Titgg.

e Pemohon barding dapat mnelakukan pencebutan permohonan banding dengan
mengajukan kepada Pengadilam {Kehua Pengadilm Tata Usaha Megara  yang
ditande fatigani oleh pembanding dergan menyertakan akka panitera.

L Pengadilan {Pengadilan Tinggi TUN} wajib melakukan pemerikasan perkara
banding dalam fangka waktu selsmbaklanbatiya & {anam) bidan termasmk
proses minutasi (SEMA Mo, 5 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).

2. Pengadilan  wajib mengirimkan salinan  putusan kepada PTON  untuk
diberitehukan kepada pacm pihek dalam wakmo 14 {empat belas) hari sefak
putusin diterima oleh pengadilan pengaju.

Pelayanan Adminisirusi Kosasi

2. Penggugat stau Tergugat dapet mengajukan wpava hokom Kagas kepada
Pengadilan Panitera Muda Perkara pada Meja Fartaria dalam waktn 14 (empat
belas) hari kalender terhitung keesokan harnya sejak punisan dincapkon atou
diberieabukan pads pikak yang ddak kadir,

L. Pernohon kasasi harus membayar biaya perkara yang dituanglan delam SKR.
Pengadilan akan moregister perkarn dau memberikan Akta Fernyataan Kasasi
kepada Pemiohon Banding apabila panfar biaya banding tlah dibayar lunas.

¢ Memos kasasi dissnpaikan selambat-lambamya dalam walktu 14 {vmpat belas)
hari sesudah pernyatzan kasasi harus sudah diterime pada kepanittrann.
Paniters wajil memberikan tanda terima atns penerimaan memor kasasi,

d. 'encabutan parmobonan kasasi disfukan kepada Ketua Pengedilan Tata Usahg
Megara yang ditanda tangani olsh pemohon kagaci dengan menyertaksn akta
panitera
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v. Mahkemah Agung wajib melakukan pemeriksaan parkara kasagi dalem jangka
wakiu selambat-lambatnya & (enam; bulan krmaguk proses minutas (SEMA No,
3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkarn).

f. Dalam hal perkamn telah diputus, bahkamah Agung waiib menginmkan, salitan
putuzan kepada PTUMN untuk diberitahukankan kepada para pihek datam waktu
2 {tiga puluh) har sejak putusan diterfma oloh pengadilan pangeiu.

Pelayaran Adndriatrasi Peninjouen Kemiall

2. Pengzugat akrn tergngat dapat mengajukan apaya hukum Penfrjavan Kembali
kepads Pamibera Muda petkara pada Meja Pertama di pengadilan TUN

b. Permohon kasasi harus membayar biaye perkara veny dltvangkan dalam SKUM.
Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKIN telah
dibayat lunas.

. Pencabutan Permohonen  Peninjauan  Kembali  disjekan kepada  Kotua
Mahkamah Agunyg din diterdatangani oleh promcbon paninjawan kemnbali,

d. Dalam hal perkars telah diputus olel MA, salinsn putnsan dikleimkan kepada
PTUN wntuk dibeditahukankan kepada para pihak dalam waktn 30 hari gejak
putusan diterima oleh pengadilan pengain,

VL STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN MILITER

A. Dasar Hukuh:

ot

Undang-Undang Momor 3 Tahwn 200 tontang Mahkamah Agung
Un<dnng-Undang Mooz 48 Talwn 2009 1=nkang Kelkuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Feradilan Militer

SEMA Me. 2/ 2000 tentang Penyampaian Salinan dan Pebkan otusan

burat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tgma Nomor: SKEF/7/ 1012051
tentang Pemlmatan Standar Operasienal dan Prosedur Peradilan Militer (50T

B. Pelayanan Persidangan

1.

2
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Pengadilan wajik memanggil sakei-zaksl paling lambat 2 (ga) har scbclom sidang
dimutai melalul surat pemenggllare yang disertai tanda terima.

Apabila yang dipanggil dl luar neged, pemanggldan dilrkukan melaiui perwakilan
Fepublik Indonesia di wmpat orang yang dipanggil itu blaza berdiam.

Pengadilan wajib menyedizkan ruarg tunggu khusus yang terpisah di peagadilan
bagi rerdakwa/korban/ saksi-saksi jika diperhikan serta jaminan keamanan yang
metnadai fika hel ini idak dimunglinkan, maka pengadilen akan mengatizr bempat
terpisah disesvalkan dengan kondisi di pengadilan sstermpat.

Saksi ataw korban dapat meengajukan permintaan kepeds Majelic Hakim wnmak
mendapatkan pemeriksaan terpieah tinpa kehadivar salah satu pibek bailk tordakwa
manpan saksi lain, samoun haros dihadapan oditur dan penaschat hokur jjika ada)
apabida yang bersanghutan merasa bertekan ataw erinlimidesi sears peikobosis.
Majelis Ilabim  akanm mempertimbanghan  permohonan  trsebut  dengan
meotparhatiken koudisi psikologis pemohon.

Fengadilan wajib menyelessbkan perkars pidana militer dengan memperhatkan
jangla wakiu penahavan Jangka wakt penyelesaian perkara pidana khusus
dilakulan sesuai hetentuan Undang-undeng. Terdakwa wajb diepaskan dad
tahaman jixa masa penahanan elah habis,

Pengadilan waith memutrs dan mengirimkan putusan pidana miiter pada kgkat
banding kepada Terdikwa/Fuesa Hukumnys paling lama ¥ (hujub) her schelum
masa Bahanan habis,

Untuk perkara yang terdaksva tdak ditahan pada tinghal pertama, perkara diputus
poling Yambar & bulan sejalk perkars tersebut diliwpahkan dari oditur militer.
Pengadilan wajib memutus dan mengisimkan Futusan pidena miiiter pada brgkat
kasasi kepada Tardakwa/kuasa Mukemnya paling lama ¥ (tjuh] hati ssbelum
teass tahanan halbis,
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9. Pengadilan wajib menyampaiban salinan putusan dalam jangka wakis paling
lambat 14 {empat belas) had kera sejak pulusan divcapkan kepada Cklitr dan
Terdakwa/ Paresehat Hukumnya.

10. Khusus vntuk putusan sela yang bukan putusan akhic, Pengadilan menysmpaikar
salinan putusan deafam knggang waktu 7 (fujuh) harl.

1%. Pengadian wajit manyampaikan Pabkan Putusan pidana kepadn Terdakwa dan
Oditur Miditer segers setelsh putusan divcapkan. Apabiia pulusan dincapksn pada
sore hari maka penyampaian petikan pulrsan dilakukan pPeda pagi hari kerja
berikutnya sebelumn pukal 12 00,

‘. Pelayanan Pengajuan Fenangguhan Penabianan

1. Permohonan penangguhan panahanan depat digjukan atas permintan Tersangka,
Alsan yang Berhak Menghukum stan Perwira Panyerah Terkara seruai denpan
kewenangan masing-masing awcara lisan di depan Majelis Takim ataw secora terlulia
dengan surat parmohonan dibgjukan kepada Kot Magelis [ lakiy,.

1 Sarat permohonan teysebut harus menycbutkan alasan disfukanuys penangguhan
penshenas, miszlnyn karene sakitalaw meinkukan tugas Negara,

3. Karema jabataiiya, Atasan yang Bwhak Menghubum aten Perwiza Perryerah
Perkava sewaklu-wakiu dapat mencabut Ferangguhan penahanan dalam  hel
Tersanghka melanggar persyarstan sebogaimana dimaksud pads angka 1.

¢ Panamgruhan penahanan diajukan berdasackan persyaratan vang ditenbrkan waitu
persyaratan utum bahwa ia tidak akan mergmlitkan lennya pemeriksaan, Hdak
melatikan diri, merusak ataw menghilengkan barng bukd stau mengalngt
melakukan indak pidans, maupunpersyaratan khuags jalah vang ditentokan okeh
Atasen yang Berhak hMapghokom atan Porwira Penyerah Perkara, misalnya wajily
lapsor

L. Pelayanan Administrasi Tingkat Banding

1. Pezmohopan banding disjukan Lepada Pariters Badidmil Galam waktu 7 fhujuh) hati
sesudah pubisan dijabzhban, atau setelah putnsan diberitahukan kepada terdalowa
vang Hdak hadir dalam pengucapan putusan.

2 Fengadilan menclak Permohonan banding yang dizjukan melampaui tenpgang
waktu lersebar dengan mambual surat Leterangan,

3. Permohonan handing yeng relab memearnhbi proszdur dan wakh yang Jditetapkan,
harus dibeatkan aktz pemyatian banding yang ditandatangani sleh Fardtera dan
pemehon bandmg, seris dibertahnkan hepada terpohon banding,

4. Sebap pencrimaan permotonan bamling yang diajukan dalar terdakwa ditahan,
Ketua Pengadilan Mliter harus melaporan pada Fengadilan Heggi Miliver /WLliter
MMama kentang permohoman tersebut paling lambet 14 {empat belas) hari.

3. Pergaditan wajib memberikan pesohen dan kermehon banding kesempatan untuk
mempelajari bikas perkara Sehelum berkaa perkara dikitin ke FPengadilan Tinpmi
Militer/ Militer Ukama, selama 7 tajub) hari.

& Stlama perkara banding belum diputus cleh Pengadilen Tings Miditer/ Militey
Utama, petmohonan handing dapst dicabut sewaktu-wakiy dan dalam Ll sudah
dicabut hkdak boleh disjukan permohonan bending lagi, kecuali msih dalam
kenggang wakia masa pengajuan banding,

7. Tengedilar. Tinggi Miliker/ hfiter Utama wajill mengivimkan salinan putusan
kepacda Pengedilan Militer untnd: diberitehikan kepada terdakwa dan Penunkbut
Umnum, paling lambat daiam waktw 14 (exnpat belas) ham sejak prtusan ditericna

E. Pelavanan Adminlstrazi Perkara Kasac

1. Permohonan kasesi diajukan oleh prmithon kepads Tanitera selambat-lambanya
dalawn wakbe 14 (empat belas) hazi sesudaby putusan Pengadilan dibetimhukan
kepada terdakway Penunt Umum dan selanoinya dibuafkan akta permohonan
kasagzi cleh Panikors, Delam hal pemohon terlambat metigamban kasasi maka
permwhonan akan divolak ofeh pengadilan.
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2 Delam renggang wakw 14 {empat belag) hari setelah Permchonan kasasi diajukan,
pemohon Lasasi harus menyarahkan memon kasasi dan mmbaban menneG kagasi
fika ada). Untuk o petugas peds Mefa Perfama membuat Akta wnda terimg
memor/ bam babhan memvod

3 Dulam hal pemohon kasasi adalah terdakws yang kursmg memahami b,
Pandtera wajib menanyakan alasan ia mengsjukan permohanan tereebut dan unbuk
ito Panitera mencatat alasan permobenan kasasi pada wakht menetima permohonan
kasaci,

1. Panilers wafh memberitahukan tembusan memori kasas] kepada pihak tesrmohon
day membruet landa berima.

3. Termohon Kasasl dapat mengajukan kontra memori kasas kepada FPanitera
kemudian Fanitera membetikan Surat Tanda Teritma.

6. Dalam hal pervohon kasasi tidak menyerahkan memori kazagi dan akag terdanibat
menyerahkan memorl kasasi, unfuk im Pamiters merhoat Akt Terlambat
Mengajukan Permohonan Kasasi,

7. Selema perkare kagasi balum diputus oleh Mahtmmah Agung, pennohonan kasasi
dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan olel kuasa huakum
terdakiva, havus mendapat pezsetajuen terlebil dalwlu dani terdakwa,

B Ata pencabutan lersvbut, Panitera membuat akta pencalutan kasasi vang
ditandatangand oleh Fapitera, pehak Yang mencabut dsn dikelhui oleh Ketua
Pengadilan Militer. Selanjuthya akta bersebut dikirim ke Mahkamah Apung melalui
Pengadilan Maliter Utama.

9. Dalam hal perkara telsh dipatus, Mafikamah Agung wajib mengirimkan salisem
Futusan kepada Pergadilan Militer unmuk diberitadsian kepada terdakwa dan
Fenuntut Umum, yang unmk jtu Panitars membuat sk pemberiBhuan puluzan,
paling lambat dalam waktu 2 [dua) hati womuk perkara yeng becdasarkan oleh
perdturan perundang-undangan harvs sclesai dalam wakbn 340 (tga puivh) hari dan
T {dua) bulan untuk perkora yang Udak bersifat privritas,

E. Telayanan: Administrasi Peainjavan Kom bl

1. Fermohenan Peninjanan Kembali dad terpidena atau ahli warisnya beserie alazan-
dlasannya, diterima oleh Panitera dan dibuathan Akia Pemnyatasn Peninjauan
Kemball sertz dicatat dalam Buku Register. Pefu gaz akan memberikan tands berima
kepada Pemohon,

2 Dalam hel terpidans selakn pemoken Peningavan Kembali kumng imemabhami
hukum, Fargbera wajib menapyakban dan mencalat alasar-alasan dalam Akta
Fernyataan Perunjauan Kembali seria dicatat dalam Bula Repister.

3. Dalamy tenggang waktu 2 {hari) kerja setelah permohonan FE, Kstua Pengadilan
Militer menunjuk Majelis Haklmn vang tidal: memerkss perkara semuln, untyuk
memeriksa dan membenikan pendapat apakah alasen petmdhonan Peninjavan
Fembali teinh sesuai dengan ketentuan Undang-undang,

4. Lalam tenggang wakbn 14 {empat belas) hari ke Majelis Hakim permohonan
Penimjauan Kemball memeriksa apakah permohonsn PE mevnenuhi peysyaratan.
Dalam pemeriksaan tersetut, terpidana atau ahli wazenya dapot didampingi oleh
Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bakan dalamn kapasitasnys acbagai
Peruntut Lirram ikt hndir dan dapat menyampatkar pemlapatnya.

. Pelayanam Aduinisdrasi CGirasi

1. Terhadap puiusan Pengadilan yang telah mempunyai keluatan hukum tetap, dapat
diajukan permohenan Grasi kepada Preden secara tertulis oleh rerpidana akaw
kuasa hukumaya dan keluarga terpidans. Thaizm hal pidata yang dipbahion adalah
pidana mati permochenan Cirssi dapat dinjukan Enpa persetujuan terpidana.

2. Putusan pemidanaan yang dapat dimehonlan grasi adalah: Pidana Mat, Pidana
serrut hidup dan pidana pesjara minimal 2 (dua) tabuwo

3. Permohonan Grasi bdak dibatasi cle]y lergzang wakh,
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4 Permohoran Grasi diafukan kepada Presiden melaiui Ketua Pengadilan Mititer yaog

memutus parkara pada lingkat pertama dan ata terakhle untuk diteruskan kepada
bMahkamah Agang melahsi Pengadilan Militer Eama

Fanitera wajib memboat Akta Pererimaan salinen Permobonan Grasi, selanjutnya
berkas perkara beserta permohonan Grasi dikivim ke Mahkamah Apung. Apabila

Permohonan Grasi tidak menenubl persysratan, Paniters membuat Akla Pepolakan
perechotan Grast.

€. Pelayanan Sidang Pelanggaran Laly Lintas

1.

2

Pengadilan menyelenggarakan sideng pelanggaran lalu Hntes oleh aparat militer
dalam jangka wakin ¥ [tujuh) havi ketja sejak pelanggaran tegadi

Sideng dilaksanaken dengan Hakiom tunggal berdasarken Penetapan Kepala
Pengadilan Militer diselesailcan dalam tengzang wakhu 1 [satw) hag kerja.

Dalam hal ferdakwa tidak dapal hadir dalam persidangan, maks Hekim tetap
memutua perkird tanpa kehadivan Tardakwa pada han sidang

Paniters mencatat dalaes Buku Register Ferkara Copat {Tilang) hasil pezidangan
pada hari yang eama,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

*++

MEMUTUSKAN:

HIANDAR PELAYANAN PERADILAN

Mererapkan sanda pelayanan  peradilan  sebagaimana diakor dalam
lampiran Surat Keputusan ind sebagai dasar bagl tiap-tiap saman ketja pada
zeluruh Badin Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik dan
mengatur lehih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pads
tiap satuan keja.

Sampei dengan semhon ssjak dicetapkannya Surat eputuzan ind alaw
selama mass transisi, maks pelakzanaan pelayanan publik pads nasing-
maging sanuan kerja dilakalan sebaik-baiknya dalam vpaya untuk AR
staundar sebagaimana telah diatar sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan
iTH;

Memwerintahkan kepada setiap satvan kerja pada Badan Peradilan unmk
menyusun Standar Pelaysnan sesual dengan jenis pelayaman yang diberikan

olch masing-masing satupp ketja terssbut selatmbat-lambamya & (enam)
bulan sejzk tanggal ditetapkannya Surat Keputosan ini;

Ketentuan menpanai Standar Peiayanan Pengadilan discbut dalam Lompizan
] Surat Keputusan ini.

Hul-bal yang behom dister dalam lampirn Surat Kepotasan tersebut aian

ditetapkan labik lanjul dengan Surat Kepitosan Keta Mahkamah Apung
wezuai dengan kebutuhan,

Keputusan ind mulai berlako sejak langgal ditetapkan dengan kerenTuan
bahwa apabula di kemwdisn heri terdapat kekelivuap, skan disdakan
perbatkan seperunyz,

pkan di : Jakana

S weslipBageal 9 Februari 2012

AHKAMAH AGUNG R
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ARIFIN A. TUMPA

SALINAN ; Eeputusan int disampaikan kepada -

M S e b

.......

Para Wakil Ketna Mahkamah Agung R1;

Fare Ketua Muda Mahkamah Agung RI;

Para Hakim Agung Malkamah Agung R

Fanitera Mahkamah Agung RI;

Sekpetaris Mahkamah Apung R1;

Fara Pejabar Eselon [ dan Eselon [ dt lingkuogan Mahkamah Agnne K1
Fara Panitera huda Mahkamah Apung RI:

Para Kstua Pengadilan Tingkat Banding: dan

Parg Ketus Pengadilan Tinglat Pertama
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